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KATA PENGANTAR

Segala puji syukur yang tidak terhingga saya ucapkan kepada Allah SWT atas
rahmat dan berkah-Nya yang telah membuka hati dan pikiran saya dalam menulis skripsi
ini sehingga saya mampu menyelesaikannya dengan baik dan tepat pada waktunya untuk
memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas
Airlangga.

Skripsi ini adalah hasil pemikiran saya tentang permasalahan adanya dan
berlakunya gadai syariah (Ar-Rahn) berdasarkan prinsip syariah pada perum pegadaian
yang menerapkan gadai konvensional dengan prinsip bunga, sedangkan prinsip bunga
tersebut sangat tidak diinginkan dan mempunyai hukum yang haram dalam syariah Islam
sehingga dianggap gadai konvensional tersebut adalah haram pula bagi umat muslim.
Dengan banyaknya kontroversi mengenai prinsip bunga maka perum pegadaian
memberlakukan gadai syariah bagi mereka yang menginginkan system perekonomiannya
berdasarkan syariah Islam. Skripsi ini merupakan pemaparan tentang bagaimana
membandingkan tentang perjanjian gadai konvensional dan akad Rahn yang berlaku
dalam satu lembaga keuangan non bank tersebut yaitu pada perum pegadaian, yang
dipaparkan lebih lanjut mengenai hubungan hukum para pihak kedua perjanjian tersebut
dan mengenai upaya hukum para pihak dalam menyelesaian sengketa yang terjadi.

Segala kemampuan, pikiran dan waktu telah saya curahkan untuk menyelesaikan
skripsi ini. Saya mengerti dan sadar dengan sepenuhnya bahwa skripsi yang telah saya
susun ini jauh dari kesempurnaan, karena masih banyak kekurangan baik dalam hal

materi maupun teknik penulisan. Namun saya telah berusaha semampu saya, saya tetap
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akan menerima banyak kritik dan saran dengan senang hati demi kesempurnaan

penulisan skripsi ini dan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Saya berharap skripsi ini

dapat berguna bagi mereka-mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai gadai
konvensional dan gadai syariah pada perum pegadaian.

Pada kesempatan ini saya menyampaikan banyak terima kasih yang sebesar-
besarnya dan setulus hati kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan anugerah terindah dalam kehidupan saya
sehingga saya diberi kesempatan untuk hidup dalam bimbingan orang tua saya. Yang
telah memberikan hidayahnya dan lindungannya kepada saya bahwa saya masih
dijalanNya, dan yang telah memberikan, membimbing dan menunjukkan jalan yang
terbaik bagi saya dalam melakukan setiap perbuatan di dunia ini.

2. Kedua orang tua saya, umi saya Suharmawati, S.A.G dan abi saya dr Ghazin
Ghufron, MPPM, atas segala hal yang telah diberikan kepada saya. Kasih sayang,
perhatian, kehangatan, cinta, dorongan, semangat dan dukungan yang mereka berikan
baik materiil maupun spiritual, tempat tinggal dan kesempatan untuk menambah ilmu
dari saya masih kecil hingga saat ini dan dapat menyelasaikan pendidikan hingga ke
Jjenjang sarjana di Fakultas Hukum Unair agar saya menjadi orang yang terbaik dan
berguna bagi mereka dan orang-orang di sekitar saya.

3. Kakek-kakek dan nenek-nenekku, mbah Ghufron Usmuni (Alm) terima kasih atas
semua kenangan terhangat dan kasih sayangmu, mbah Fauziyah, mbah Hanafi, dan

mbah Hafifatun terima kasih atas doa-doanya dan dukungan terbaiknya.
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. Saudara-saudaraku, Mbak Alfafatih Rosada, Mbak Husnul Khotimah, Adik
tersayangku Siti Masnunah. Yang setiap hari dan setiap saat tidak pernah membuat
saya bersedih dan sepi tapi selalu merasa selalu dalam keadaan yang ramai,
tersenyum dan tertawa dan penuh kasih sayang dan cinta dan tidak membuat saya
merasa sendiri karena semua canda dan tawanya.

. Keponakan saya yang paling lucu dan imut serta yang buat saya gemes, Moh.
Firmansyah Hidayatullah. Yang selalu buat saya melupakan kesedihan saya dengan
canda tawanya yang imut dan kelucuan serta kemanjaannya pada saya.

. Kakak Iparku, Mas Wawan yang membantu saya dalam setiap kesulitan yang saya
dan keluarga kami hadapi. Terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang dan cinta
pada Mbak Rosa dan Firman serta pada kami terutama pada saya dalam setiap
waktunya dalam membantu saya dalam kondisi membutuhkanmu.

. Ibu Tri Sardini P. Usanti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dan penguji yang
telah banyak membantu dengan menyumbangkan pikiran, saran, tenaga dan waktunya
serta kesabaran dan perhatiannya untuk membantu saya dalam menyelesaikan skripsi
saya ini.

. Bapak Drs Abdul Shomad, S.H., M.H. dan Sumedi, S.H., M.H. selaku dosen penguji
skripsi ini yang telah banyak memberikan kritikan dan saran dalam melengkapi dan
memperbaiki skripsi ini.

Sahabat-sahabatku, Hajar yang selalu bersamaku dalam menyelesaikan skripsi kami,
Ister Angelia dan Mustikawati yang juga memberikan dorongan dan semangat pada

saya. Terima kasih atas perhatian kalian dan kebersamaan kalian.
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10. Renny Oktavira, sahabat terbaikku dalam senang maupun sedih, dan terima kasih
telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini dan terima kasih waktumu dalam
menemaniku dalam keadaan yang sangat membutuhkanmu. Dan terima kasih atas
perhatian dan kebersamaanmu.

11. Sahabat-sahabatku, Faizal, Risky dan Fajar yang selalu membantu saya dalam setiap
permasalahan kuliah dan membuat saya merasa tidak sendirian karena perhatian
kalian dan semangat kalian.

12. Sahabat-sahabatku di Brawijaya, Syaiful Rahman dan Yoppie Adhisasmita yang
selalu menemani saya setiap saya sedih dan senang dan selalu memberikan saran dan
semangat serta keceriaan selalu bersama mereka dan bersama sahabat karibku Wiwin
di UTM Bangkalan.

13. Yang tersayang dan tercinta, Beny Ilham yang selalu memberikan dorongan dan saran
serta semangat dan terima kasih atas semua perhatiannya, semangat, keceriaan dan
canda tawanya yang lucu-lucu yang kau berikan padaku dan atas semua kasih sayang
dan cintanya.

14. Sahabat-sahabatku di ITS, Wahib dan Dedy yang selalu buat saya tidak sendiri bila
berkumpul bersama kalian.

15. Kakak terbaikku, Arif Yuli dan Ardhi yang membantu saya bila dalam keadaan
kesulitan dan selalu ada dalam keadaan apapun, dan selalu membuat aku tersenyum
bila melihat tingkah laku kalian, dan terima kasih atas semua perhatian, kasih sayang,

dan cinta kalian berdua padaku.

SKRIPSI Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya Rldha




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA viii

Akhirnya harapan saya semoga skripsi ini berguna bagi ilmu pengetahuan pada
umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surabaya, 21 Desember 2004

Penyusun
ISABILLA MARIYA RIDHA
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BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pertumbuhan perbankan syariah tampaknya mengalami akselerasi sangat
berarti dalam beberapa tahun terakhir ini. Harus diakui diundangkannya UU No.
10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan
(untuk selanjutnya disebut undang-undang perbankan), yang merupakan
penyempurnaan dari UU No. 7 tahun 1992, telah memicu perkembangan
perbankan syariah. Undang-Undang perbankan memberi peluang diterapkannya
dual banking system’ dalam perbankan nasional ini, dengan cepat telah
mendorong dibukanya divisi syariah di sejumlah bank konvesional.”

Bank konvensional memiliki perbedaan dengan bank syariah dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat yang memiliki fungsi sebagai lembaga
Intermediasi yaitu sebagai perantara dari pihak yang mempunyai dana dengan
pihak yang kekurangan dana, baik melalui penyertaan permodalan maupun
prinsip pinjaman dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan yang
menggunakan penerimaan bunga yang dilarang di dalam syariah sehingga bank
syariah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat melakukan akad-akad bagi

hasil dan akad-akad jual beli untuk pemenuhan pembiayaan dan tidak

! Dual Banking System yaitu bank konvensional yang diberikan kesempatan untuk membuka unit

khusus syariah.
? http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0303/03/0803.htm
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menggunakan pinjam-meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial karena
setiap pinjam-meminjam uang yang dilakukan dengan persyaratan atau janji
pemberian imbalan adalah termasuk riba.’

Produk yang ditawarkan oleh bank syariah yang dilandasi oleh SK
Direksi BI No.32/34/KEP/DIR tahun 1999 tentang Bank Umum berdasarkan
prinsip syariah yaitu dalam pasal 28, yang secara umum dapat dikategorikan
dalam dua bagian yaitu dalam menghimpun dana melalui Deposito nasabah
diantaranya rekening giro, tabungan, deposito mudharabah dan lain-lain; dan
penyaluran dana melalui pembiayaan diantaranya A/-Mudharabah, Al-
Musyarakah, Al-Murabahah, Al ljarah, Al-Hiwalah, Ar-Rahn, Al Qardh dan
lain-lain.

Dengan terwujudnya berbagai bank syariah di Indonesia dengan segala
produk yang ditawarkan, tentu dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat
dalam meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia secara umum dan umat
Islam pada khususnya. Tentu saja produk yang ditawarkan mestilah berdasarkan
prinsip-prinsip muamalah Islam, karena itulah yang menjadikan sahnya setiap
kontrak dalam transaksi pada bank syariah. Sungguhpun demikian prinsip-
prinsip syariah yang dilaksanakan dalam perbankan syariah masih banyak yang
kurang dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat dan bahkan oleh para

praktisi perbankan syariah itu sendiri.*

* Zainul Arifin, "Produk Perbankan Syariah Dan Prospek Pasamya Di Indonesia”, Jurnal Hukum
Bisnis, Volume20, 2002, hal 69.

4 Jafril Khalil, “ Prinsip Syariah Dalam Perbankan”, Jurnal Hukum Bisnis. Volume 20, 2002, hal
46
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Dengan perkembangan yang dapat dilihat sekarang telah banyak lembaga
keuangan baik bank maupun non bank yang menerapkan prinsip syariah.
Meskipun pengetahuan masyarakat tentang produk syariah maupun manfaat
yang banyak diambil bila menggunakan produk syariah masih relatif sedikit.
Masyarakat menggunakan produk syariah tidak hanya dalam hal penggunaan,
manfaat yang akan didapat dan juga terutama bagi masyarakat muslim yang
menginginkan sistem ekonomi yang adil dan halal karena prinsip syariah adalah
rahmatan lil alamin.

Dengan pengetahuan masyarakat yang relatif sedikit maka hal ini dapat
menyebabkan kebingungan masyarakat dalam memilih sistem ekonomi yang
baik dan cocok bagi kegiatan dan aktivitas ekonominya. Sehingga sangat
dibutuhkan pengembangan dan penyebaran informasi yang salah satunya
didirikannya suatu lembaga keuangan syariah yang dapat membuat masyarakat
tertarik untuk mencari-tahu syariah yang ada dan manfaat yang akan diperoleh.

Dengan adanya perkembangan perbankan syariah dalam perekonomian
Indonesia maka untuk memperkuat landasan yang menyatakan bahwa bunga
bank diharamkan bagi perekonomian terutama perekonomian yang mayoritas
masyarakatnya beragama muslim maka sangat dianjurkan untuk tidak
menggunakan bunga bank dalam perekonomiannya, karena bunga bank
dianggap sebagai riba Nasi’ah yaitu tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena
penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Ketentuan

tersebut sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa
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Se-Indonesia tentang Fatwa Bunga Bank, Terorisme, dan Penetapan Awal
Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, tanggal 16 Desember 2003.
Larangan Riba yang terdapat dalam Al-Quran yang dijadikan dasar dan

landasan bagi pelarangan bunga bank sebagai riba yaitu:

1. Surat Ar-Rum ayat 39
“Dan suatu riba yang kamu beri supaya jadi tambahan di harta manusia tidak
akan jadi tambahan (pahala) di sisi Allah, tetapi zakat yang kamu keluarkan
karena mengharap keridhaan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang
yang mendapat pahala berlipat ganda”

2. Surat An-Nisa ayat 160-161
“Maka, disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas
mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan
bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan
Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka
telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan
jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di
antara mereka itu siksa yang pedih”.

3. Surat Ali Imran ayat 130
“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba berlipat
ganda, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mengrtahui (dengan pasti)
apa yang akan diusahakan besok dan tiada seorang dan tiada seorang pun
yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah

Maha Kuasa mengetahui lagi Maha (luas) pengetahuan (-Nya)”.
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4. Surat Al Baqarah ayat 275-279
“Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan
sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung
karena sentuhannya. Yang demikian itu karena mereka mengatakan:
“Perdagangan itu sama saja dengan riba”. Padahal Allah telah menghalalkan
perdagangan dan mengharamkan riba. Oleh karena itu barangsiapa telah
sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya lalu ia berhenti (dari memakan
riba), maka baginyalah apa yang telah lalu dan mengulangi lagi (memakan
riba) maka itu ahli neraka mereka akan kekal di dalamnya”. (Al Bagarah:
275)
“Allah (telah) menghapus (barakat) riba dan Ia menyuburkan sedekah”. (Al-
Baqarah:276)
“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kapada Allah dan
tinggalkanlah sisa dari riba itu jika memang kamu orang-orang yang
beriman”. (Al-Baqarah:278)
“Tetapi jika kamu tidak berbuat (begitu), maka terimalah pernyataan perang
dari Allah dan Rasulnya dan jika kamu bertaubat maka bagimu pokok
bartamu, sehingga kami tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Al
Baqarah:279)
Dengan dilihatnya dasar hukum yang melandasi perkembangan perbankan
syariah maka perkembangan syariahpun sudah berkembang keluar dari bidang
perbankan. Di luar bidang perbankan, lembaga keuangan lainnya selain bank yang

berkembang dengan cepat yaitu asuransi syariah. Selain itu telah bermunculan
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pula institusi keuangan dan ekonomi syariah lainnya seperti pegadaian, pasar
modal, koperasi dan lembaga keuangan mikro.

Salah satu lembaga keuangan non bank yang menerapkan prinsip syariah
dalam produk yang dihasilkan untuk menyalurkan dana yang akan membantu
masyarakat dalam mengenal syariah Islam adalah Perum Pegadaian. Pegadaian
merupakan lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak
memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang
bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal
yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.’

Dengan usaha kredit gadai oleh Perum Pegadaian ini bertujuan untuk
melindungi masyarakat yang tidak mempunyai akses ke dalam industri perbankan,
sehingga terhindar dari praktek pemberian uang pinjaman yang tidak wajar.
Pelayanan yang sederhana yang disediakan oleh Perum Pegadaian juga
melindungi masyarakat dari prosedur dan persyaratan kredit yang berbelit dan
menyusahkan dan tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat kecil.®

Dengan adanya perkembangan tentang syariah Islam yang semakin kuat
dalam masyarakat untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi berdasarkan syariah
maka pegadaian sebagai salah satu lembaga yang kegiatan usahanya memberikan
kredit kepada masyarakat juga menginginkan suatu kegiatan usahanya dapat
terjangkau oleh masyarakat muslim yang tidak menginginkan suatu kegiatan

ekonomi yang masih terkait dengan bunga atau riba yang dapat memberatkan

° Muhammad Sholikul Hadi, Pegadaian Syariah, Salemba Diniyah, Jakarta, 2003, hal 20
% Ketut Setyo, Menapak ke Masa Depan dengan Kegigihan masa lalu, Cipta Swara Serasi,
Jakarta, 2002, hal 137
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dalam pelunasannya dan juga diharamkan dalam syariah sehingga pihak
pegadaian mulai berfikir untuk mendirikan suatu kegiatan gadai berdasarkan
syariah yaitu melalui gadai syariah atau Rahn.

Latar belakang Perum Pegadaian terjun dalam sistem Rahn adalah:’

1.  Secara Eksternal, telah berkembang kecenderungan globalisasi lembaga
keuangan syariah, sehingga diperlukan diversifikasi produk pelayanan jasa
gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah

2. secara Intern, Perum Pegadaian harus merespon kebutuhan umat Islam
yang merupakan mayoritas masyarakat Indonesia, akan perlayanan jasa
gadai yang sesuai dengan tuntutan syariah Islam.

Usaha pegadaian syariah di Indonesia sudah dirintis sejak tahun 2001,
tepatnya bulan Nopember 2001 telah di buka Divisi Unit Layanan Gadai Syariah
milik Perum Pegadaian di Jakarta. Selanjutnya dalam perkembangan sesuai
dengan kebutuhan dana (modal kerja), pihak Perum Pegadaian bekerja sama
dengan salah satu bank syariah di Jakarta yakni PT Bank Muamalat Indonesia,
yang mana salah satu butir perjanjiannya melalui konsep bagi hasil seluruh
pendanaan untuk seluruh kegiatan usaha gadai syariah akan dibiayai oleh PT
Bank Muamalat Indonesia.®

Dengan berlakunya Ar-Rahn di pegadaian konvensional maka haruslah
ada perbedaan yang lebih jelas antara perjanjian gadai konvensional dengan akad

Rahn karena nasabah akan mengetahui manfaat yang dapat diambil dan dapat

Z http://www.ar-Rahnu.org/index egi?action=pub&pub=ar-Rahnu_indonesia
ibid
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membantu dalam kebutuhan dana dalam kegiatan ekonominya serta dapat
melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan syariah yang diyakininya.

Dengan penjelasan dan uraian di atas maka penulis tertarik untuk
mengangkat salah satu produk perbankan syariah yang diterapkan pada Perum
Pegadaian dengan topik yang diangkat adalah perbandingan antara perjanjian
gadai konvensional dan akad Rahn dengan prinsip syariah di Perum Pegadaian.

Dan permasalahan yang ingin diangkat adalah mengenai :

1. Perbandingan hubungan hukum para pihak pada perjanjian gadai

konvensional dengan akad gadai syariah (Rahn).

2 Perbandingan upaya hukum yang akan dilakukan antara gadai

konvensional dengan gadai syariah (Rahn) bila terjadi wanprestasi.

II. Penjelasan Judul
Dalam penulisan skripsi ini, saya mengambil judul Perbandingan antara
perjanjian gadai konvensional dan akad Rahn di Perum Pegadaian, agar tidak
ada beda penafsiran dengan yang saya maksudkan maka sekiranya perlu saya
Jjelaskan maksud dari judul yang saya ambil tersebut.
Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, perbandingan
adalah perbedaan kesamaan.’ Perbandingan yang saya maksud adalah adanya

suatu perbedaan dan adanya suatu persamaan antara dua benda atau lebih.

? Peter Salim dan Yenny Salim, “Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer”, Modern English Press,
Jakarta, 1991
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Berdasarkan pasal 1313 BW, suatu perjanjian adalah suatu perbuatan
dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain
atau lebih.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk
melakukan sesuatu hal."’

Berdasarkan pasal 1150 BW, gadai adalah suatu hak yang diperoleh
seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh
seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan
kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang
tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan
kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya
harus didahulukan.

Perjanjian gadai yang saya maksud adalah perjanjian kebendaan
berdasarkan buku II BW.

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, akad adalah janji,
kontrak; perjanjian. Secara etimologis perjanjian (yang dalam bahasa Arab
diistilahkan dengan Mu’ahadah Ittifa’, Akad) atau kontrak dapat diartikan

sebagai: “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dimana seorang

' Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Bandung, 1987, hal 1.
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atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih”. (Yan
Pramadya Puspa,1977:248)."!

Berdasarkan Muhammad Syafi’i Antonio, Rahn adalah menahan salah
satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak
yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh
atau sebagian piutangnya.'

Akad Rahn adalah suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang
yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan, hingga
orang yang bersangkutan boleh mengambil utang."

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 pada pasal 1
angka 1 yang berisi bahwa Perum pegadaian yang selanjutnya dalam Peraturan
Pemerintah ini disebut Perusahaan adalah Badan Milik Negara sebagaimana
dalam Undang-undang No.9 tahun 1969 yang bidang usahanya berada dalam
lingkup tugas dan kewenangan mentri keuangan dimana seluruh modalnya
dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas
saham.

Dari penjelasan judul diatas disimpulkan bahwa judul tersebut
diharapkan dapat menjelaskan pengertian perjanjian gadai dan akad Rahn

menurut ketentuan hukum perdata dan hukum Islam serta ruang lingkup yang

" Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, Sinar
Grafika, Jakarta, 1994, hal 1

2 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek, Gema Insani, Jakarta,
2001, hal 128.

'* Muhammad Sholikul Hadi, op.cit, hal 51
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dibahas dalam skripsi ini hanya tersangkut dengan praktek dalam Perum
Pegadaian.
III. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul di atas dilatarbelakangi oleh suatu pemikiran yang akan
diuraikan berikut ini:

Dengan semaraknya perkembangan syariah dalam kehidupan ekonomi
terutama dalam bidang perbankan maka salah satu produknya yang sekiranya
dapat memberikan suatu pemikiran baru apabila diterapkan di luar bidang bank.
Dan tentunya dengan adanya kebebasan dalam melakukan suatu perjanjian maka
perlulah ditelaah lebih lanjut adanya perbedaan dan persamaan yang akan
ditemukan demi memberikan suatu manfaat yang lebih bagi masyarakat karena
penerapan produk gadai ini dilakukan dalam satu lembaga keuangan selain bank
yaitu Perum Pegadaian yang merupakan badan usaha tunggal dalam melakukan
kegiatan gadai.

Untuk itu saya tertarik memilih judul tersebut untuk diangkat ke
permukaan demi memberikan suatu kontribusi ilmu pengetahuan baik bagi saya

sendiri maupun bagi pembaca.

IV. Tujuan Penulisan
1. Untuk mengetahui perbandingan hubungan hukum para pihak pada
perjanjian gadai konvensional dengan akad gadai syariah (Rakhn).
2. Untuk mengetahui perbandingan upaya hukum yang dilakukan dalam

gadai konvensional dan gadai syariah (Rakn) bilamana terjadi wanprestasi.
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V. Manfaat Penulisan

1.

Agar memberikan suatu sumbangan tulisan ataupun suatu tambahan
pemikiran dalam menangani permasalahan yang sama dalam praktek
maupun dalam masa pembelajaran.

Agar lebih mengetahui tentang permasalahan yang akan dibahas dan dapat
menjadikan suatu pengetahuan lebih bagi penulis di masa yang akan

datang dalam melanjutkan pada masa-masa bekerja nanti.

V1. Metode Penulisan

SKRIPSI

Pendekatan Masalah
Dalam penulisan skripsi ini menggunakan statuet approach yaitu
berdasarkan pada pendekatan hukum positif. Hukum positif dalam hal ini
yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Surat Edaran Perum
Pegadaian. Menggunakan contractual approach yaitu berdasarkan pada
pendekatan pada perjanjian atau kontrak yang telah dibuat atau dibentuk.
Dan menggunakan Conseptual Approach yaitu dengan mengumpulkan
pendapat para pakar yaitu dengan tulisan-tulisan yang dipaparkan para
pakar melalui media cetak.
Bahan Hukum
Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah

a. Bahan hukum Primer yaitu bahan dalam hal ini adalah Kitab

Undang-undang Hukum Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum

Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya Rldha




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 13

gadai, Al-Qur’an, Al-Hadist, Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(BW) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari wawancara yang dilakukan
terhadap staf bagian hukum pada Perum Pegadaian yang terkait dan
dari media cetak yang berjudul Jurnal Hukum Bisnis dan literatur
dan wacana-wacana yang bersifat mendukung.

3. Teknik Pengumpulan bahan hukum
Bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi
literatur dikumpulkan melalui membaca, mempelajari dan memilah dan
mengambil bahan yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang
akan diangkat atau dibahas.
4. Analisis
Bahan dianalisa menggunakan metode deduktif yaitu suatu pola
dalam menganalisa bahan dari yang umum yaitu dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan literatur-literatur yang berkaitan kemudian
disimpulkan dalam suatu yang khusus untuk menjawab permasalahan yang

akan dibahas.

VII. PERTANGGUNG-JAWABAN SISTEMATIKA
Bab I sebagai awal penulisan adalah pendahuluan yang merupakan bagian
yang memaparkan tentang latar belakang munculnya permasalahan yang akan
dikaji. Permasalahan itu sendiri sebelum dianalisa akan dirangkai ke dalam suatu

konsep dasar ilmiah untuk bahan acuan kerangka penulisan. Setiap
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permasalahan dalam pemecahannya memerlukan cara pendekatan dan metode
kajian, untuk itu di dalam pendahuluan dijabarkan pula mengenai metodologi '
yang dipakai dalam penulisan skripsi ini. Untuk melengkapi kerangka ‘
pendahuluan juga dijabarkan tentang penjelasan judul, alasan pemilihan judul,
tujuan penulisan dan pertanggung jawaban sistematika. ;

Perbandingan antara gadai konvensional dengan akad Rahn di Perum
Pegadaian merupakan titik awal rangkaian penulisan skripsi ini yang akan
dibahas pada bab II, yang akan diuraikan lebih lanjut mengenai perbandingan
hubungan hukum para pihak dalam perjanjian gadai konvensional dan gadai
syariah serta menjelaskan pula tentang mekanisme atau prosedur permintaan
kredit gadai oleh nasabah pada gadai konvensional dan gadai syariah dalam
Perum Pegadaian.

Dengan lahimya suatu perjanjian maka konsekuensi yang selalu ada
adalah tuntutan untuk pemenuhan prestasi. Dalam hal ini pihak yang wajib
memenuhi prestasi yaitu pemberi gadai tidak mampu memenuhi prestasinya atau
wanprestasi atau ingkar janji maka bisa dilakukan upaya pelelangan atas objek
gadai sebagai jaminan untuk melunasi kewajibannya. Dan dalam hal pihak
Perum Pegadaian tidak memenuhi prestasinya misalkan dalam hal Perum
Pegadaian tidak mengembalikan barang jaminan kepada pemberi gadai dalam
hal ini Perum Pegadaian telah wanprestasi atau ingkar janji. Upaya hukum yang
akan dilakukan oleh Perum Pegadaian sebagai badan usaha tunggal dalam
melakukan wewenang dalam kegiatan pegadaian tersebut dan upaya hukum

yang akan dilakukan oleh nasabah terhadap Perum Pegadaian akan dibahas di
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dalam bab III yang didalamnya akan dibahas mengenai terjadinya wanprestasi
dan eksekusi objek gadai sebagai jaminan melalui kegiatan pelelangan dan dasar
gugatan yang akan dilakukan oleh nasabah untuk pemenuhan prestasi dan
permintaan ganti kerugian.

Bab IV merupakan bab penutup yang akan menguraikan tentang suatu
kesimpulan dari permasalahan yang ada pada bab II dan bab III, serta

dilanjutkan dengan saran-saran yang akan disesuaikan dengan objek kajian.
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BAB 11

HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK PADA PERJANJIAN

GADAI KONVENSIONAL DAN GADAI SYARIAH (RAHN)

Gadai merupakan suatu lembaga yang dapat menimbulkan suatu hak
kebendaan yang bersifat memberi jaminan, yang objeknya adalah benda bergerak.
Hak gadai lahir melalui suatu perjanjian gadai. Sama halnya dengan Rahn yang
merupakan suatu hak untuk menahan suatu benda sebagai jaminan atas suatu
hutang.

Diantara gadai dan Rahn memiliki perbedaan objek yaitu dalam gadai
objeknya adalah benda bergerak tetapi dalam objek Rahn adalah semua benda
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.”’ Dalam pembahasan skripsi ini
objek gadai dan objek Rahn adalah benda bergerak karena pada perum pegadaian
objek yang diterima hanya benda bergerak.

Hubungan hukum antara dua orang atau lebih dapat menimbulkan hak dan
kewajiban antara para pihak, peristiwa timbulnya suatu hubungan hukum tersebut
dinamakan perikatan.

Berdasarkan pasal 1233 BW bahwa perikatan itu lahir karena suatu
perjanjian dan undang-undang, perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian para
pihak bebas menentukan isi maupun bentuknya dalam melakukan suatu hubungan

hukum karena berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

5 Ibid, hal 42
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Perjanjian gadai dan akad Rahn merupakan perjanjian accesoir atau
perjanjian pelengkap sedangkan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang-
piutang yang diikuti oleh perjanjian gadai. Karena perjanjian gadai ini sebagai
perjanjian penjaminan atas suatu hutang.

Perjanjian gadai konvensional merupakan suatu perjanjian tambahan
karena berdasarkan ketentuan dalam pasal 1150 BW yang menyebutkan bahwa

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu
barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh
seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang
itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada
orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang
tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah
barang itu digadaikan, biaya-biaya harus didahulukan.”

Akad Rahn sebagai perjanjian yang berfungsi sebagai perjanjian tambahan
karena berdasarkan dasar hukum dari Al-Qur’an dan Hadist, yaitu:

A. Surat Al Baqarah ayat 283
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah atau jual beli tidak secara
tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada
barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang”.

B. HR. Bukhari, Muslim, dan Nasa’i
“Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pemah membeli bahan
makanan dari seorang Yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju
besinya sebagai jaminan”.

Dengan berlandaskan dasar hukum yang berlaku dalam ketentuan hukum

perdata yaitu BW dan dalam syariah Islam tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa perjanjian gadai dan akad Rahn merupakan suatu perjanjian yang tidak

SKRIPSI Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya Rldha

“_;



IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 18

dapat berdiri sendiri tetapi mengikuti suatu perjanjian hutang-piutang yang
mengawali timbulnya perjanjian gadai atau akad Rahn tersebut.

Pada gadai konvensional hanya ada satu bentuk perjanjian yaitu perjanjian
gadai tetapi dalam akad Rahn berdasarkan Surat Edaran No.16/US1.00/2004
tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan operasional gadai syariah
(Rahn), terdapat dua akad yang harus dibuat untuk dimaksudkan dalam kaitannya
dengan pilihan yang diambil oleh Murtahin (perum pegadaian)  yaitu
melaksanakan produk Rahn dengan prinsip fee base income dalam
mengoperasionalkan Rahn dengan menggunakan akad /jarah.

Hal tersebut diambil karena produk Rahn yang dilakukan untuk nasabah
yang menginginkan menggadaikan barangnya untuk kepentingan konsumtif.
Dengan demikian Rahin akan memberikan biaya upah atau fee kepada Murtahin
karena Murtahin telah menjaga atau merawat Marhun, terutama dalam Marhun
yang berupa emas karena emas dalam pemeliharaannya sangat membutuhkan
tempat yang tidak akan mempengaruhi kadar dari emas itu sendiri. Kedua akad
tersebut adalah akad Rahn itu sendiri dan akad /jarah yaitu akad sewa yaitu akad
untuk menyewa tempat sebagai tempat penyimpanan Marhun di perum pegadaian
agar barang jaminan itu dapat dijaga dengan baik.

Hak Rahn lahir melalui akad Rahn. Oleh karena itu, perlu di kaji lebih
rinci lagi mengenai aspek hukum perjanjian gadai dan akad Rahn dan hak dan
kewajiban yang akan lahir serta mekanisme dalam permintaan kredit terutama di

dalam kaitannya dengan praktek di perum pegadaian.
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1. Hak penerima gadai pada perjanjian gadai dan akad Rahn
A. Hak penerima gadai pada perjanjian gadai

(1) Penerima gadai berhak menahan dan menguasai barang jaminan yang telah
diserahkan oleh pemberi gadai sampai utang atau pinjaman, sewa modal
dan biaya administrasi terlunasi
o Barang jaminan tersebut tidak memiliki beban apapun baik utang lain,

dalam penguasaan sita, penguasaan dari pihak lain maupun dalam
sengketa sehingga barang jaminan tersebut dapat dikuasai penuh oleh
penerima gadai.

(2) Penerima gadai berhak mendapatkan pelunasan pinjaman, sewa modal,
biaya penyimpanan dan biaya administrasi.

(3) Penerima gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari pendapatan
penjualan barang jaminan tersebut apabila pada saat jatuh tempo pemberi
gadai tidak menepati kewajibannya.

o Penjualan barang jaminan tersebut dilakukan dengan cara penjulan di
depan umum atau lelang
o Hak ini merupakan wujud dari pasal 1155 BW bahwa
“apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si
berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidra-
janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak
ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukan suatu peringatan
untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum
menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang
lazim berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah

piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan
tersebut.”
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(4) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya-biaya yang telah
dikeluarkan untuk menyelamatkan barang jaminan.
o Hak ini merupakan perwujudan dari pasal 1150 BW bahwa
“... ; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut
dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah

barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

B. Hak Murtahin pada akad Rahn
(1) Murtahin berhak menahan dan menguasai Marhun yang telah diserahkan
oleh Rahin sampai pinjaman pokok, biaya administrasi dan jasa simpan
terlunasi
(2) Murtahin berhak mendapatkan pelunasan pinjaman, biaya administrasi dan
biaya jasa simpan.
(3) Murtahin berhak untuk mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan
Marhun apabila pada saat jatuh tempo Rahin tidak menepati kewajibannya.
o Penjualan Marhun tersebut dilakukan karena Rahin telah memberikan
kuasa penuh kepada Murtahin untuk melakukan penjualan dengan cara
penjualan di depan umum atau lelang
o Hak ini merupakan wujud dari pasal 1155 BW.
(4) Murtahin berhak membeli sendiri Marhun yang tidak laku dijual atau

dilelang sebesar harga taksiran Marhun.
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2. Hak pemberi gadai pada perjanjian gadai dan akad Rahn
A. Hak pemberi gadai pada perjanjian gadai

(1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sejumlah dana pinjaman sebesar
jumlah yang telah disepakati.

(2) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan barang miliknya kembali yang
telah digadaikannya setelah pemberi gadai itu melunasi kewajibannya.

(3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya
setelah dikurangi biaya pelunasan utang, sewa modal, biaya penyimpanan
dan biaya administrasi

(4) Pemberi gadai berhak untuk menuntut kerugian dari kerusakan dan
kehilangan barang gadai bila disebabkan oleh kelalaian penerima gadai

(5) Pemberi gadai berhak untuk meminta kembali barang gadai miliknya bila
penerima gadai menyalahgunakan barang gadai tersebut.

B. Hak Rahin pada akad Rahn

(1) Rahin berhak untuk mendapatkan sejumlah dana pinjaman (Marhun Bih)
sebesar jumlah yang telah disepakati.

(2) Rahin berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan barangnya setelah
dikurangi biaya pelunasan utang, biaya lelang, jasa simpan dan biaya
administrasi

(3) Rahin berhak untuk mendapatkan barang miliknya kembali yang telah
digadaikannya setelah Rahin itu melunasi kewajibannya.

(4) Rahin berhak untuk meminta kembali Marhun miliknya bila Murtahin

menyalahgunakan Marhun tersebut.
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3. Kewajiban Penerima gadai pada perjanjian gadai dan akad Rahn
A. Kewajiban penerima gadai pada perjanjian gadai
(1) Penerima gadai berkewajiban memberikan sejumlah dana kepada pemberi
gadai sebagai pinjaman yang besarnya telah disepakati
(2) Penerima gadai berkewajiban untuk bertanggung-jawab atas hilangnya atau
kemunduran harga barang jaminan jika itu disebabkan karena kelalaiannya.
o Kewajiban ini merupakan wujud dari pasal 1157 (1) BW bahwa si
berpiutang adalah bertanggung-jawab untuk hilangnya atau
kemerosotannya barangnya sekadar itu telah terjadi karena
kelalaiannya
o Penerima gadai akan mengganti kerugian yang telah ditimbulkan
tersebut sebesar 125% dari nilai taksiran. Klausula tersebut merupakan
asuransi yang dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian
perlindungan terhadap barang jaminan yang digadaikan.'*
(3) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahukan kepada pemberi gadai
apabila akan menjual barang jaminannya
(4) Penerima gadai berkewajiban untuk memberikan perhitungan tentang
pendapatan penjualan barang jaminan dan setelah mengambil pelunasan
hutangmya, sewa modal dan bea lelang harus menyerahkan kelebihannya

pada pemberi gadai

' Ketut Setyo, Op.Cit, hal 137
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o Kelebihan tersebut menjadi hak pemberi gadai dalam jangka waktu satu
tahun dan apabila tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sejak
tanggal lelang maka akan menjadi hak penerima gadai.

(5) Penerima gadai berkewajiban untuk mengembalikan barang jaminan,
apabila hutang pokok, sewa modal dan biaya untuk menyelamatkan barang
jaminan telah dibayar lunas

(6) Tidak boleh mempergunakan barang-barang yang digadaikan untuk

kepentingan penerima gadai sendiri.

B. Kewajiban Murtahin pada akad Rahn
(1) Murtahin berkewajiban untuk memberikan sejumlah dana kepada Rahin
sebagai pinjaman yang besarnya telah disepakati
| (2) Murtahin berkewajiban untuk memberitahukan kepada Rahin apabila akan
\ menjual Marhurnya

(3) Murtahin berkewajiban untuk memberikan perhitungan tentang pendapatan
penjualan Marhun dan setelah mengambil pelunasan hutangmya dan
membayar jasa simpan serta biaya yang ditimbulkan atas penjualan

Marhun, harus menyerahkan kelebihannya pada Rahin
o Kelebihan tersebut menjadi hak Rahin dalam jangka waktu satu tahun
dan apabila tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal

lelang maka akan disalurkan sebagai Zakat / Infaq / Shadagah.
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(4) Murtahin berkewajiban untuk mengembalikan Marhun, apabila hutang

pokok dan jasa simpan sesuai dengan tarif yang telah disepakati telah

terbayar.

(5) Tidak boleh mempergunakan barang-barang yang digadaikan untuk

kepentingan Murtahin sendiri.

4. Kewajiban pemberi gadai pada perjanjian gadai dan akad Rahn

A. Kewajiban pemberi gadai pada perjanjian gadai

(1) Pemberi gadai berkewajiban untuk menyerahkan barang jaminan yang

)

3)

“4)

SKRIPSI

berupa benda bergerak kepada penerima gadai yang nilai taksiran dari

barang jaminan tersebut telah disepakati.

Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang/pinjaman, sewa modal,

biaya penyimpanan dan biaya administrasi dalam tenggang waktu yang

telah ditentukan

Pemberi gadai berkewajiban membayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan

untuk menyelamatkan barang jaminan

o Kewajiban ini merupakan perwujudan dari pasal 1157 (2) BW bahwa
sebaliknya si berutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang
segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak
yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barangnya gadai.

Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi kekurangan setelah penjualan

barang jaminan lebih rendah dari utang/pinjaman ditambah sewa modal dan

bea lelang.
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o Kewajiban ini harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 14 hari

sejak tanggal pemberitahuan.

B. Kewajiban Rahin pada akad Rahn

(1) Rahin berkewajiban untuk merelakan penyerahan Aarhun yang berupa
benda bergerak kepada Murtahin yang nilai taksiran dari Marhun tersebut
telah disepakati.

(2) Rahin berkewajiban untuk melunasi pinjaman, dan biaya administrasi.

(3) Rahin berkewajiban merelakan penjualan atas Marhun miliknya, apabila
dalam jangka waktu yang telah ditentukan Rahin tidak dapat melunasi
utangnya kepada Murtahin.

(4) Rahin berkewajiban untuk melunasi kekurangan setelah penjualan Marhun
lebih rendah dari utang ditambah biaya jasa simpan, biaya lelang dan biaya

administrasi serta biaya yang ditimbulkan atas penjualan Marhun.

Dari uraian mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya
perjanjian gadai dan akad Rahn diatas terdapat kesimpulan bahwa hak dan
kewajiban para pihak pada prinsipnya adalah sama. Yang membedakan perjanjian
gadai konvensional dan akad Rahn adalah dalam perjanjian gadai, dalam hal
penentuan bunga/sewa modal dan biaya lainnya yang telah ditentukan sebelumnya
yang dibebankan kepada pemberi gadai dibayarkan setiap bulannya, sedangkan
dalam akad Rahn ditentukan tidak dikenakan bunga berdasarkan nilai taksiran

barang gadai. Dalam akad Rahn terdapat suatu perbuatan yang dilakukan secara
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sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan pada
perjanjian gadai selain berprinsip tolong-menolong juga menarik bunga atau sewa
modal yang telah ditetapkan. Dan dalam akad Rahn untuk penyimpanan Marhun
ada akad tersendiri yaitu dalam akad /jarah sedangkan pada gadai konvensional

tidak ada perjanjian tersendiri untuk penyimpanan barang gadai.

5. Mekanisme Permintaan Kredit Gadai Pada Gadai Konvensional Dan Akad
Rahn
A. Mekanisme Permintaan Kredit Gadai Pada Gadai Konvensional
1. Identitas pemohon kredit gadai.

Identitas merupakan suatu hal yang sangat essensial karena
menyangkut subyek hukum dari perbuatan gadai. Subyek hukum adalah
segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai dan menyandang hak
dan kewajiban dari hu_kum.’5 Subyek hukum di dalam hukum ada dua
macam yaitu perorangan dan badan hukum. Tetapi dalam batasan yang
akan diambil adalah subyek hukum yang termasuk dalam perorangan
karena dalam perum pegadaian yang merupakan lingkup pembahasan tidak
mengikutsertakan badan hukum sebagai subyek hukum dalam melakukan
transaksi pokoknya yaitu kredit gadai. Subyek hukum perorangan dari

gadai ini haruslah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

15 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal 67
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Persyaratan dari subyek hukum dalam gadai adalah:
a. Cakap hukum yaitu mempunyai kewenangan hukum untuk bertindak.

Subyek hukum yang dianggap cakap adalah yang diatur dalam
pasal 1330 BW yang ditafsirkan secara acontrario mengenai tak cakap
untuk membuat perjanjian yaitu mereka yang sudah cukup umur atau
dewasa, tidak dibawah pengampuan atau pengawasan dan istri yang
tunduk pada BW. Tetapi untuk seorang istri yang tunduk pada BW
sudah tidak berlaku lagi karena seorang istri-pun masih dapat dianggap
cakap untuk berbuat suatu tindakan hukum.

Dewasa yang dimaksud adalah mereka yang sudah berumur 21
tahun yang merupakan suatu penafsiran acontrario dari pasal 330 BW
mengenai kebelumdewasaan.

b. Diketahui Domisilinya

Domisili harus diketahui karena berkaitan dengan tempat
tinggal dari subyek hukum agar bisa dicari dan bila ada sengketa dapat
diketahui pengadilan negeri mana yang akan menyelesaikannya, hal ini
berkaitan dengan kompetensi relatif pengadilan negeri yang

bersangkutan.

2. Barang jaminan yang memenuhi persyaratan.

Barang jaminan adalah suatu objek dari perjanjian gadai yang

berupa benda yaitu barang yang dapat dilihat. Objek dari perjanjian gadai
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adalah benda bergerak, sehingga benda tidak bergerak tidak termasuk
dalam persyaratan sebagai barang jaminan dalam perjanjian gadai.

Suatu benda dihitung sebagai benda bergerak karena sifatnya atau
karena ditentukan undang-undang. Benda yang bergerak karena sifatnya
adalah benda yang tidak tergabung dengan tanah atau dimaksudkan untuk
mengikuti tanah atau bangunan.'® Sehingga benda bergerak yang menurut
sifatnya ini yang dapat dijadikan objek gadai.

Barang jaminan yang dapat memenuhi persyaratan sebagai objek
gadai dalam perum pegadaian adalah:

(1) Kain, yang berupa bahan pakaian, kain, sarung, sprei, dan
permadani/hambal.

(2) Barang perhiasan, yang berupa emas, perak, platina, berlian, batu
mutiara, dan jam tangan.

(3) Kendaraan, yang berupa mobil, sepeda motor, dan sepeda

(4) Barang rumah tangga, yang berupa perabotan, dan gerabah

(5) Elektronik, yang berupa tv, kulkas, radio, video, dan tape recorder.

3. Surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan
Berdasarkan pasal 1792 BW bahwa pemberian kuasa adalah suatu
persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang
lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu

urusarn.

' Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 1993, hal 62
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Pemberi kuasa dalam melakukan suatu perbuatan yang disebut
gadai adalah orang yang memiliki barang gadai yang akan dijadikan
jaminan dalam perjanjian gadai, sedangkan penerima kuasa adalah orang
yang menerima Kuasa yaitu untuk melakukan perbuatan gadai dalam hal
menandatangani perjanjian, menyerahkan barang gadai atas nama pemilik
barang sampai dengan menerima dana pinjaman dari pihak penerima gadai
serta pelunasan pinjaman atau penebusan.

Dalam pemberian kuasa dalam gadai harus dilakukan dengan
menggunakan akta umum. Hal tersebut berdasarkan pasal 1793 (1) BW.
Dan berdasarkan pasal 1796 ayat (2) BW bahwa
“untuk memindah-tangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik
diatasnya atau lagi untuk membuat suatu perdamaian, ataupun sesuatu
perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan

suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”

4. Mengisi formulir permintaan kredit gadai
Dalam pegadaian pengisian formulir permintaan kredit gadai
bertujuan untuk memberitahukan kehendak dari pemberi gadai dan
keterangan-keterangan lain yaitu mengenai keterangan identitas pemberi
gadai dan uang pinjaman yang ingin diperoleh oleh pemberi gadai.
Sehingga penerima gadai dapat mempertimbangkan apakah kehendak

pemberi gadai tersebut dikabulkan oleh perum pegadaian sebagai penerima
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gadai atau tidak. Fungsi lain dari formulir permintaan kredit gadai tersebut

adalah untuk mempermudah dalam pelayanan terhadap pemberi gadai.

5. Uang Pinjaman
Besar jumlah pinjaman yang diberikan disesuaikan dengan nilai
taksir dari barang jaminan yang dijadikan jaminan tersebut. Penggolongan
uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan SE. No.
48/0P1.00211/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No.
348/0OP1.00211/2004 tentang Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi, SK
Direksi No. 349/0P1.00211/2004 tentang penyesuaian tarif sewa modal.
a. Golongan A
Jumlah pinjaman antara Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 150.000,-
adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan A.
Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari
b. Golongan B
Jumlah pinjaman antara Rp. 151.000,- sampai dengan Rp. 500.000,-
adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan B.
Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari
¢. Golongan C1
Jumlah pinjaman antara Rp. 505.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000.-
adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan CI.

Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari

SKRIPSI Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya Rldha




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 31

d. Golongan C2

Jumlah pinjaman antara Rp. 1.010.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000
adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan C2.
Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari

Golongan D1

Jumlah pinjaman antara Rp. 20.050.000,- sampai dengan Rp.
50.000.000 adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan
D1. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari

Golongan D2

Jumlah pinjaman antara Rp. 50.100.000,- sampai dengan Rp.
200.000.000 adalah masuk dalam kategori Surat Bukti Kredit golongan

D2. Sedangkan jangka waktunya adalah 120 hari

6. Bunga atau sewa modal dan jangka waktu.

Dalam penentuan sewa modal didasarkan pada besarnya
pinjaman yang mana tarif dari sewa modal adalah tarif bunga yang
ditetapkan setiap 15 hari. Jangka waktu pinjaman semua golongan uang
pinjaman ditetapkan 120 hari dan setelah jatuh tempo bisa diperpanjang
dengan membayar jumlah uang sewa modalnya. Cara perhitungannya
yaitu sejak kredit gadai sampai dengan tanggal menebus atau tanggal

jatuh tempo.'’

"7 Ketut Setyo, op.cit., hal 137
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Adapun berdasarkan SE. No. 48/0P1.00211/2004 tentang

Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi No. 348/0OP1.00211/2004 tentang

Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi, SK Direksi No.
349/0P1.00211/2004 tentang penyesuaian tarif sewa modal yaitu
Sewa modal | Maksimum | Pembulatan
Gol Uang Pinjaman Pembulatan UP
/15 hari | sewa modal SM
A 20.000 — 150.000 500 ke atas 1,25 % 9% 100 ke atas
B 151.000 — 500.000 1000 ke atas 1,6 % 12,8 %
100 ke atas
= V) o
Cl1 505.000 — 1.000.000 5000 ke atas 1,6 % 12,8 % 100 ke atas
C2 | 1.010.000 — 20.000.000 | 10.000 ke atas 1,6 % 12,8 %
100 ke atas
D1 | 20.050.000 - 50.000.000 | 50.000 ke atas 1% 8% -
D2 | 50.100.000 —200.000.000 | 100.000 ke atas 1% 8% -
Gol Uang Pinjaman Biaya Administrasi Pembulatan BA |
\
A 20.000 — 150.000 1% x UP minimum Rp. 1.000.- 100 ke atas |
i o, J
B 151.000 — 500.000 1% x UP 100 ke atss ;
Cl1 505.000 — 1.000.000 1% x UP 100 ke atas ;
C2 1.010.000 — 20.000.000 1% x UP - |
D1 20.050.000 — 50.000.000 1% x UP - ‘
|
D2 | 50.100.000 —200.000.000 1% x UP - |

*) Khusus BJ mobil, tarif BA adalah 1% x UP minimum Rp. 50.000.-
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7. Menandatangani perjanjian kredit gadai

Dengan diterimanya permintaan pemberi gadai oleh penerima
gadai untuk mendapatkan dana pinjaman dengan menyerahkan barang
gadai sesuai dengan persyaratan maka kedua belah pihak akan
menandatangani  perjanjian kredit gadai. Perjanjian kredit gadai
menunjukkan bahwa telah terjadi kesepakatan antara pemberi gadai dan
penerima gadai untuk melakukan perjanjian gadai dengan tujuan dari
perjanjian kredit gadai ini adalah untuk menghindari kedua belah pihak

dari perselisihan-perselisihan yang akan terjadi dikemudian hari.

Prosedur Pemberian Kredit Gadai."®

A——/ 1. Permohonan dan

Penyerahan barang jaminan 2. Informasi
Penetapan
Jumlah
Pinjaman
3. Pencairan Uang Pinjaman y
/’I;sir

¥ Sholikul Hadi, op.cit., hal 36
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8. Pelunasan

Pelunasan adalah suatu kewajiban dari pemberi gadai untuk
membayar hutang dari adanya perjanjian hutang-piutang sebagai
perjanjian pokok dari adanya perjanjian gadai.

Besarnya jumlah pelunasan yang harus dibayarkan oleh pemberi
gadai adalah besarnya pokok pinjaman ditambah sewa modal. Pokok
pinjaman adalah yang tercantum dalam surat bukti kredit dan telah
ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Dengan adanya pelunasan maka perjanjian hutang-piutang dan
perjanjian gadaipun menjadi berakhir karena perjanjian gadai adalah
perjanjian accesoir maka dengan berakhirnya perjanjian pokok maka
perjanjian accesoirpun menjadi berakhir. Hal tersebut sesuai dengan

pasal 1381 BW mengenai hapusnya perikatan-perikatan.

Prosedur Pelunasan Kredit Gadai."”

Nasabjh/ 1. Pelunasan =@

A
2. Informasi
Pelunasan
Pinjaman
3. Pengembalian Barang ¥
yang digadikan " Petugas Penyimpan
barang jaminan

1 ibid, hal 37
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9. Penjualan barang gadai atau pelelangan
Apabila nasabah dalam jangka waktu yang telah ditentukan tidak
memenuhi kewajibannya dan tidak juga memperpanjang jangka waktu
pinjamannya sehingga nasabah tersebut dapat dikatakan melakukan
wanprestasi atau ingkar janji maka pegadaian terpaksa menjual barang

jaminannya dengan cara lelang. Hal ini berdasarkan pada pasal 1155

BW.

B. Mekanisme Pemberian Pinjaman pada akad Rahn
1. Fotocopy KTP Rahin atau kartu Identitas

Identitas sangatlah diperlukan untuk mengetahui keterangan
tentang Rahin sehingga dapat diketahui apakah calon Rahin tersebut sudah
memenuhi persyaratan sebagai subyek hukum dari akad Rahn.

Dalam akad Rahn subyek hukum dari Rahn adalah seorang yang
tidak dilarang untuk bertindak sebagai orang yang dibenarkan untuk
bertindak (artinya orang tersebut tidak berada di bawah pengampuan).zo
Berarti bahwa subyek hukum gadai adalah apabila sudah cakap untuk
melakukan perbuatan hukum yaitu sudah dewasa, dan atau tidak dibawah

pengampuan. Yang didasarkan pada pasal 1330 BW.

% Ibnu Rusyd, Bidayatu’l Mujtahid. Asy-Syifa’, Semarang, 1990, hal 304
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2. Marhun yang memenuhi persyaratan

Marhun adalah harta atau benda yang dijadikan sebagai Rahn atau
jaminan yaitu barang yang berharga atau mempunyai nilai ekonomis serta
dapat disimpan atau bertahan lama.*!

Berdasarkan figh bahwa A/arhun adalah barang baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak dapat dijadikan objek dari Rakn tetapi dalam
perum pegadaian yang menjadi objek dari gadai syariah atau Rahn adalah
benda yang bergerak saja. Karena pada gadai syariah pada perum
pegadaian masih menggunakan ketentuan dalam pasal 1150 BW bahwa

gadai adalah suatu hak yang diperoleh dari seorang berpiutang atas suatu
barang bergerak. Sehingga ketentuan dalam syariah tidak semuanya
diterapkan dalam gadai syariah tersebut dan hal ini menyebabkan
masyarakat hanya akan mendapatkan pinjaman dengan menjaminkan

barang-barangnya yang termasuk dalam kategori benda bergerak.
Persyaratan dari Marhun yang dapat diterima oleh Murtahin /

perum pegadaian adalah:*

(1) Bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman

(2) Memiliki nilai

(3) Jelas ukuran, jumlah dan sifatnya tertentu

(4) Milik sah dan penuh dari Rahin

(5) Tidak berkait dengan hak orang lain

21 Buku Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah Perum Pegadaian, 2003

2 Ihid.
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(6) Bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya (dipegang/dikuasai
secara hukum), fa rihanun maqbudhah.

Syarat dari Marhun dalam figh adalah:*

(1) Berupa hutang, karena barang nyata itu tidak digadaikan

(2) Menjadi tetap, karena sebelum tetap tidak dapat digadaikan, seperti
jika seseorang menerima gadai dengan imbalan sesuatu yang
dipinjamnya.

(3) Mengikatnya gadai tidak sedang dalam proses penantian akan terjadi
dan tidak menjadi wajib seperti gadai dalam kitabah.

Barang-barang yang dapat diterima sebagai Marhun dalam perum
pegadaian adalah
a. Barang perhiasan (logam dan permata) seperti emas, berlian
b. Kendaraan, seperti mobil, sepeda motor, sepeda
c. Barang elektronik seperti televisi, VCD, Radio tape, mesin cuci, kulkas,

handphone dan lain-lain.

Berdasarkan pada pasal 1977 (1) BW bahwa terhadap benda
bergerak yang tidak berupa utang, maupun piutang yang tidak harus
dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya
dianggap sebagai pemiliknya.

Marhun yang akan diserahkan pada AMurtahin haruslah milik dari
pemilik barang dan tidak dalam penguasaan orang lain agar Murtahin

dapat menguasai Marhun secara penuh yang dianggap sebagai pemiliknya.

ZIbnu Rusyd, op.cit., hal 308
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3. Surat kuasa dari pemilik barang jika dikuasakan dengan disertai materai
dan KTP asli pemilik barang
Pada akad Rahn harus dilakukan dengan membawa Marhun dari
pemilik barang sehingga tidak boleh menggunakan barang milik pihak
lain. Sehingga apabila pemilik Marhun tidak bisa datang sendiri maka
pegadaian mempermudah dengan memperbolehkan pihak lain untuk
menggadaikan barang milik dari pemilik dengan syarat bahwa pemilik
barang harus memberikan kuasa pada pihak lain yang ditunjuknya untuk
melakukan akad Rahn sesuai dengan kuasa yang diberikan dalam bentuk
tertulis yang disertai materai dan KTP asli pemilik barang yang masih
berlaku. Ketentuan ini digunakan untuk menghindari adanya Marhun yang

tidak valid yang dapat merugikan pihak Murtahin di kemudian hari.

4. Mengisi formulir permintaan Pinjaman dan menandatanganinya

Formulir permintaan pinjaman bertujuan untuk mengetahui
kehendak dari calon Rahin dan keterangan-keterangan lain yaitu mengenai
keterangan identitas Rahin, keterangan Marhun taksiran dan Marhun-Bih
yang ingin diperoleh oleh Rahin. Sehingga Murtahin dapat
mempertimbangkan apakah kehendak Rahin tersebut dikabulkan oleh
perum pegadaian sebagai Murtahin. Fungsi lain dari formulir permintaan
kredit gadai tersebut adalah untuk mempermudah dalam pelayanan

terhadap Rahin.
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5. Menentukan besarnya Marhun Bih atau pinjaman
Dalam perum pegadaian besarnya Marhun Bih terdapat
penggolongan terhadapnya sehingga mempermudah dalam analisa dan
administrasi pinjaman. Penggolongan Marhun Bih tersebut didasarkan
pada Surat Edaran No. 16/US1.00/2004 tentang Pengesuaian Kebijakan-

kebijakan Yang Berkaitan dengan Operasional Gadai Syariah (Rahn).

Penggolongan Marhun Bih tersebut adalah:

Gol Plafon Marhun Bih (RP) Pembulatan
A 20.000 - 150.000 1.000
B ~ 151.000 - 500.000 ~1.000
C 501.000 - 1.000.000 1.000
D 1.010.000 - 5.000.000 5.000
E 5.010.000 - 10.000.000 10.000
F 10.050.000 - 20.000.000 50.000
L G 20.100.000 - 50.000.000 100.000
H 50.100.000 - 200.000.000 100.00

Persyaratan dari Marhun Bih yaitu:
(1) Marhun-Bih merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada
Murtahin
(2) Pinjaman itu bisa dilunasi dengan barang yang di-Rahn-kan tersebut

(3) Pinjaman itu harus jelas dan tertentu
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8. Menandatangani akad Rahn dan /jarah dalam surat bukti Rahn (SBR)
Menurut syafi’iyah berpendapat bahwa penggadaian bisa sah
dengan dipenuhinya tiga syarat:**
1. Harus berupa barang, karena hutang tidak bisa digadaikan
2. Penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak
terhalang
3. Barang yang digadaikan bisa dijual manakala sudah tiba masanya
pelunasan hutang gadai
Setelah Murtahin menyetujui dan sepakat dengan Rahin untuk
melakukan suvatu akad Rahn maka Rahin dan Murtahin  harus
menandatangani akad Rahn dengan tujuan untuk menghindari terjadinya
perselisihan-perselisihan dikemudian hari dan juga dapat dijadikan alat

bukti bila perselisihan tersebut menjadi berkepanjangan.

Prosedur Pemberian Kredit Gadai dalam Akad Rahn.>*

l Rahin > Penaksir
A#J

1. Permohonan & penyerahan barang jaminan
Penetapan
jumlah pinjaman

> Kasir

2. Pencairan

24ibid, hal 305
% Sholikul Hadi, op.cit., hal 93
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Keterangan Gambar :

v

: Berhubungan

A
A

: Saling Berhubungan

9. Pelunasan

Pelunasan adalah Rahin melunasi hutangnya dengan membayar
pokok pinjaman sesuai dengan akad yang telah disepakati. Dalam Rahn
pada perum pegadaian jangka waktu pinjaman yang diberikan maksimum
90 hari kalender, Rahin dapat melunasi hutangnya sebelum tanggal jatuh
tempo, dan cara perhitungan jumlah hari yaitu sejak pinjaman gadai
sampai dengan tanggal melunasi pinjaman atau tanggal jatuh tempo.

Atas penyimpanan Marhun yang diserahkan maka pegadaian
sebagai Mua jjir dalam akad /jarah memungut biaya sewa tempat yang
disebut jasa simpan. Jasa simpan ini dipungut untuk sewa tempat,
pengamanan dan pemeliharaan Marhun milik Rahin selama digadaikan.
Besarnya jasa simpan yang dipungut tergantung dari nilai taksiran Marhun

dan lamanya barang disimpan atau lamanya pinjaman.
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Prosedur pelunasan Kredit Gadai dalam akad Rahn.”

1. Pelunasan )
I Rahin I Kasir

[nformasi
Pelunasan

A

2. Pengambilan Marhun Petugas Penyimpanan
Marhun

Keterangan Gambar :

> . Berhubungan

A

* : Saling Berhubungan

10. Penjualan Marhun atau pelelangan
Penjualan Marhun akan dilakukan apabila nasabah tidak melunasi
kewajibannya. Penjualan Marhun adalah upaya pengembalian uang
pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang
telah ditentukan. Usaha ini dilakukan dengan menjual Marhun tersebut

kepada umum dengan harga yang dianggap wajar oleh pegadaian.?’

% ibid, hal 94
%7 Buku Manual Operasi Unit Layanan Gadai Syariah, 2003
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Dari uraian mengenai mekanisme permintaan kredit gadai pada gadai
konvensional dan mekanisme pemberian pinjaman pada akad Rahn diatas terdapat
kesimpulan yang dapat ditarik adalah mekanisme pada kedua perjanjian tersebut
ternyata sama hanya saja yang membedakan adalah:

1. Pada jenis objek gadai pada akad Rahn tidak mengkategorikan kain yang
berupa bahan pakaian, kain, sarung, sprei,dan permadani. Dan barang Rumah
tangga berupa perabotan dan gerabah sudah tidak diterima sebagai Marhun.

2. Dalam hal jangka waktu yang diberikan kepada pemberi gadai untuk
melunasi utangnya, dalam perjanjian gadai jangka waktu yang diberikan
adalah 120 hari sejak perjanjian tersebut ditandatangani. Sedangkan pada
akad Rahn, Rahin diberi jangka waktu untuk pelunasan adalah 90 hari
kalender.

3. Dalam hal pembayaran yang harus dilunasi oleh pemberi gadai dalam
perjanjian gadai adalah besarnya pokok pinjaman ditambah sewa modal.
Sedangkan pada akad Rahn yang harus dilunasi oleh Rahin adalah pokok
pinjaman saja dan ditambah jasa simpan yang dilunasi atas dasar akad /jarah
yang digunakan untuk penyimpanan Marhun.

4. Dalam hal pemberian diskon yang merupakan kebijakan internal dalam
perum pegadaian, dalam gadai konvensional tidak ada ketentuan tentang
pemberian diskon atas pinjaman yang disepakati. Sedangkan pada akad Rahn
terdapat ketentuan tentang diskon (Mugosah) atas Marhun Bih, karena
pemberian diskon ini sebagai “balas jasa” kepada Rahin atas berkurangnya

resiko yang akan dihadapi perusahaan
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BAB III

UPAYA HUKUM PADA GADAI KONVENSIONAL DAN
GADAI SYARIAH (RAHN) BILAMANA TERJADI

WANPRESTASI

Apabila Nasabah telah membuat suatu perjanjian dengan Perum
Pegadaian, maka nasabah harus melakukan apa yang telah disepakati dalam
perjanjian tersebut. Dalam membuat suatu perjanjian maka pihak-pihak yang
membuatnya telah saling terikat satu sama lain terhadap perjanjian itu. Para pihak
harus dengan sukarela memenuhi prestasinya, apabila salah satu pihak tidak
memenuhi prestasinya maka pihak tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitor dapat berupa empat
macam:**

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana

dijanjikan;

¢. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.

% Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1992, hal 45

46
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Dalam perjanjian gadai maupun dalam akad Rahn pada Perum Pegadaian
yang biasa terjadi adalah wanprestasi dalam hal tidak memenuhi apa yang telah
diperjanjikan, dalam artian bahwa nasabah tidak melakukan kewajibannya.
Sehingga hak dari Perum Pegadaian tidak terpenuhi dan akibatnya menimbulkan
kerugian bagi Perum Pegadaian. Sedangkan dalam hal pemberi gadai atau Rahin
memenuhi prestasi atau kewajiban tapi terlambat, hal tersebut diperbolehkan oleh
Perum Pegadaian asalkan dalam jangka waktu sampai dengan hari lelang yang
merupakan suatu toleransi waktu yang diberikan pemberi gadai atau Perum
Pegadaian. Atas keterlambatan yang telah dilakukan oleh pemberi gadai atau
Rahin tersebut, Perum Pegadaian tidak mengambil suatu tindakan apapun seperti
halnya denda maupun sanksi yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemenuhan
suatu prestasi atau kewajiban tetapi terlambat tersebut bukanlah suatu wanprestasi

yang penyelesaiannya dengan cara lelang.

Upaya hukum Perum Pegadaian apabila nasabah wanprestasi pada
perjanjian kredit gadai dan akad Rahn
A. Upaya hukum Perum Pegadaian apabila nasabah wanprestasi pada
perjanjian kredit gadai.
1. Melalui Pelelangan
Apabila nasabah tidak membayar pinjaman dan sewa modal atau
tidak memperpanjang jangka waktu pinjamannya dan menyatakan agar
barang jaminannya digunakan sebagai pelunasannya hutangnya maka

pegadaian terpaksa menjual barang itu dengan cara lelang
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Pelelangan tersebut dilakukan sendiri oleh Perum Pegadaian. Hal
ini berdasarkan Stbl. No. 341 tahun 1933. Dengan pertimbangan bahwa
pada umumnya para kepala cabang pegadaian lebih mengetahui harga-
harga barang jaminan yang diterima sebagai jaminan di pegadaian
dibandingkan dengan kepala Balai Lelang.”’

Lelang adalah suatu upaya pengembalian uang pinjaman beserta
sewa modal yang tidak dilunasi sampai batas waktu yang telah
ditentukan. Pelelangan dalam Perum Pegadaian baru akan dilakukan

setelah 120 hari sejak tanggal jatuh tempo perjanjian kredit. Dalam

praktek dalam Perum Pegadaian sendiri pelaksanaan pelelangan -

dilakukan 7 hari atau seminggu setelah jatuh tempo perjanjian kredit.
Pada dasarnya penjualan dengan cara lelang ini dimaksudkan
agar masyarakat mendapatkan harga jual yang setinggi-tingginya.
Penawaran lelang dilakukan dengan sistem ‘“naik-naik”. Harga
penawaran pertama ditetapkan berdasarkan taksiran ulang ditambah
dengan biaya lelang penjual sebesar 3%. Pemenang lelang dikenakan
biaya lelang pembeli sebesar 9% dan uang miskin sebesar 0.7% dari
harga lakunya lelang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
kebijakan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat agar
mendapatkan harga yang wajar dan sedapat mungkin masyarakat

mendapat uang kelebihan dari penjualan barang jaminannya.*

» Ketut Setyo, op.cit, hal 138

 1bid
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Apabila dalam pelelangan ternyata barang jaminan tidak laku
terjual karena terjadi kemerosotan harga sehingga harga jual menjadi
lebih rendah atau karena kebijakan pemerintah atau karena adanya
perubahan selera masyarakat terhadap mode yang berdampak langsung
terhadap harga penawaran lelang dan menyebabkan barang jaminan tidak
laku terjual maka barang jaminan tersebut dimasukkan dalam daftar
barang sisa lelang.”’

Barang sisa lelang adalah barang jaminan yang ditaksir dengan
wajar tetapi pada saat lelang tidak laku dijual selanjutnya ditetapkan
menjadi milik pegadaian. Penetapan tersebut merupakan hak dari Perum
Pegadaian karena pegadaian telah melakukan suatu teguran sebelumnya
baik secara tulisan dan lisan dan pegadaian telah memberikan suatu
toleransi waktu sampai dengan hari lelang.*

Melalui Pengadilan

Apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh
Perum Pegadaian secara damai dengan cara musyawarah untuk mufakat
maka terhadap sengketa tersebut akan diajukan gugatan kepada
Pengadilan Negeri setempat yaitu Pengadilan Negeri di tempat Perum
Pegadaian berada karena letak dari objek gadai adalah pada Perum
Pegadaian yang merupakan objek yang disengketakan dan telah
diperjanjikan dalam perjanjian gadai bahwa sengketa akan diselesaikan

oleh Pengadilan Negeri setempat.

3! Wawancara dengan staff bagian hukum pada perum pegadaian, tanggal 15 September 2004

32 1bid.
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B. Upaya hukum Perum Pegadaian apabila nasabah wanprestasi pada akad
Rahn.
1. Melalui Pelelangan
Sering kali Rahin tidak memenuhi kewajibannya, sehingga
berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/I11/2002
menyatakan bahwa apabila pada saat jatuh tempo Rahin tidak membayar
kewajibannya yaitu membayar pinjaman pokok yang telah disepakati
bersama sehingga Perum Pegadaian harus memperingatkan Rahin untuk
segera melunasi hutangnya. Dan apabila tetap tidak dapat melunasi
hutangnya maka Perum Pegadaian dengan terpaksa harus menjual
Marhun untuk menutupi kewajiban yaitu melunasi hutang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan serta biaya penjualan yang harus
dilaksanakan oleh Rahin, penjualan Marhun tersebut dilakukan di depan
umum yaitu dengan cara lelang. Kelebihan yang didapat dari penjualan
tersebut merupakan milik Rahin dan kekurangannya adalah kewajiban
Rahin.
Persyaratan menjual Marhun pada saat jatuh tempo:
a. Murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan Rahin (mencari
tahu penyebab belum melunasinya utang)

b. Dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran

33 Sholikul Hadi, op.cit., hal 89
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c. Kalau Murtahin benar-benar butuh uang dan Rahin belum melunasi
hutangnya, maka Murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada
Mourtahin lain dengan seizin Rahin.

d. Apabila ketentuan di atas tidak terpenuhi maka AMurtahin boleh
menjual barang gadai dan kelebihan uangnya dikembalikan Rahin.

Pelaksanaan lelang dalam Rahn dilaksanakan sebagaimana kantor
cabang konvensional dengan ketentuan ini berdasarkan Surat Edaran No.
16/US1.00/2004 tentang Pengesuaian Kebijakan-kebijakan Yang

Berkaitan dengan Operasional Gadai Syariah (Rahn).

Ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menetapkan prinsip Kejujuran

b. Memberikan alternatif terbaik untuk semua pihak (pembeli lelang,
Rahin dan Murtahin)

c. Tetap memberitahu Rahin bahwa Marhun akan dilelang, sebagaimana
disebutkan dalam buku manual Operasi ULGS hal VILA.I

d. Pelaksanaan persiapan hingga administrasi lelang mengacu pada
peraturan konvensional

e. Waktu pelaksanaan lelang dilaksanakan 3 kali sebulan dengan
ketentuan:

1. untuk tanggal akad 1 — 10 dilelang diantara tanggal 15 — 20
2. Untuk tanggal 11 — 20 dilelang diantara tanggal 25 — akhir bulan
3. Untuk tangga akad 21 — 31 dilelang diantara tanggal 5 — 10 bulan

berikutnya
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f Manajer cabang dapat menentukan satu hari lelang dari tanggal-
tanggal yang telah ditentukan dalam butir e diatas, sesuai dengan

kondisi masing-masing cabang

Melalui Badan Arbitrase Mua’malat Indonesia (BAMUI)34

Apabila terdapat sengketa dalam Perum Pegadaian yang
menyangkut akad Rahn maka para pihak akan menyelesaikannya dengan
cara damai. Dan apabila tidak dapat diselesaikan oleh Perum Pegadaian
dengan cara damai maka penyelesaiannya akan diserahkan kepada Badan
Arbitrase Mua’malat Indonesia (BAMUI). Penyelesaian melalui BAMUI
tersebut dapat dilakukan karena dalam akad Rahn yang telah disepakati
terdapat klausula Arbitrase yang menyatakan bahwa apabila terdapat
sengketa yang tidak dapat diselesaikan secara damai oleh Perum
Pegadaian maka akan diselesaikan melalui BAMUI.

Setelah dicapainya suatu kesepakatan dalam penyelesaian
sengketa yang dilakukan melalui BAMUI maka ditetapkan sebagai
putusan BAMUI. Berdasarkan pasal 59 ayat 1, 2 dan 4 UU No. 30 tahun
1999 bilamana putusan yang telah diambil telah diucapkan maka dalam
waktu 30 hari lembar asli atau salinan otentik harus diserahkan dan
didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan

Negeri dengan tujuan untuk dicatatkan dan ditandatangani oleh Panitera

3 BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia ) diubah menjadi BASN (Badan Arbitrase
Syariah Indonesia) berdasarkan Akta PPAT DKI Jakarta oleh Notaris Yuda Paripurno,S.H. No.
15 tanggal 29 Januari 2004 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Majelis
Ulama Indonesia Tentang Badan Arbitrase Syariah Nasional
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Pengadilan Negeri sebagai akta pendaftaran putusan arbitrase tersebut
dalam dilaksanakan.

Apabila telah disepakati penyelesaian melalui BAMUI maka
Pengadilan Negeri setempat tidak memiliki kewenangan untuk
memeriksa sengketa tersebut. Hal ini berdasarkan pada pasal 3 UU No.
30 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak
berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam
perjanjian arbitrase.

Dan apabila ada pihak yang mengajukan gugatan kepada
Pengadilan Negeri setempat atas sengketa yang terjadi pada akad Rahn
maka Pengadilan Negeri karena jabatan (ambtshalve) harus menyatakan
dirinya tidak berwenang terhadap perkara tersebut.”

Dan apabila ada salah satu pihak tidak melaksanakan putusan
arbitrase secara sukarela maka putusan akan dilaksanakan berdasarkan
perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak
yang bersengketa yang pelaksanaannya seperti suatu putusan pengadilan !
biasa yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan
pasal 61 UU No. 30 tahun 1999.%

Berdasarkan pasal 62 ayat 1 UU No. 30 tahun 1999 Perintah
Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu paling
lama 30 hari sejak permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera

Pengadilan Negeri. Perintah Eksekusi berdasarkan pasal 63 UU No. 30

% Sudargo Gautama, Undang-undang Arbitrase Baru 1999, Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal
44
% Ibid, hal 129
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tahun 1999 harus dibubuhi kata-kata dari Fiat Eksekusi dan
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan

tujuan agar mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Upaya hukum nasabah apabila Perum Pegadaian wanprestasi pada
perjanjian kredit gadai dan akad Rahn

Dalam perjanjian gadai maupun dalam akad Rahn ada kemungkinan
bahwa Perum Pegadaian yang wanprestasi dalam hal tidak memenuhi apa yang
telah diperjanjikan, dalam artian bahwa Perum Pegadaian tidak melakukan
kewajibannya yaitu dalam hal tidak mengembalikan barang jaminan yang telah
diserahkan oleh nasabah kepadanya walaupun nasabah telah melunasi
kewajibannya. Sehingga hak dari nasabah tidak terpenuhi dan akibatnya

menimbulkan kerugian bagi nasabah.

A. Upaya hukum nasabah apabila Perum Pegadaian wanprestasi pada
perjanjian kredit gadai.

Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Perum Pegadaian
tersebut maka nasabah mempunyai upaya hukum untuk menggugat haknya
kepada Pengadilan Negeri setempat di tempat Perum Pegadaian berada
sebagai tempat tinggal tergugat.

Nasabah dalam gugatannya kepada pengadilan dapat menuntut untuk

pemenuhan prestasi dan atau permintaan ganti rugi kepada pengadilan.
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Pemenuhan Prestasi

Dalam hal Perum Pegadaian tidak memenuhi prestasinya yaitu
misalkan dalam hal tidak mengembalikan barang jaminan setelah
nasabah melunasi semua kewajibannya maka nasabah dapat meminta ke
Pengadilan Negeri untuk menghukum Perum Pegadaian untuk memenuhi
kewajibannya yaitu mengembalikan barang jaminan kepada nasabah.
Dan apabila dalam tenggang waktu yang diberikan oleh Pengadilan
Negeri juga tidak dilaksanakan maka pengadilan dapat menyuruh juru
sita untuk menyita atau mengambil barang jaminan secara paksa dari
tangan Perum Pegadaian sebagai tergugat.

Permintaan ganti kerugian

Dalam hal wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati
maka nasabah dapat meminta Perum Pegadaian untuk membayar ganti
kerugian terhadap kerugian yang telah diderita oleh nasabah.

Kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu,
yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang
melanggar norma oleh pihak lain.”’

Menurut pasal 1246 BW ganti rugi terdiri dari 2 faktor yaitu:*®

a. Kerugian yang nyata-nyata diderita

b. Keuntungan yang seharusnya diperoleh

%7 Djasadin Saragih, Pokok-pokok Hukum Perikatan “terjemahan dari MR. J.H.
Nieumenhuis”, Surabaya, 1985, hal 57
¥ R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, 1999, hal 23
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Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan:39
a. Objektifitas yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian
seorang Kreditur (dalam hal ini nasabah ) pada umumnya dalam
keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan
b. Keuntungan yang diperoleh Kreditur disebabkan terjadinya ingkar

janji dari debitur.

B. Upaya hukum nasabah apabila Perum Pegadaian wanprestasi pada akad
Rahn.

Dengan terjadinya sengketa antara nasabah dan Perum Pegadaian
yang wanprestasi maka penyelesaian yang diambil antara para pihak tersebut
haruslah melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Hal ini dikarenakan
adanya klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang disepakati oleh

“ para pihak dan dicantumkan dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

Dengan adanya klausula arbitrase pada perjanjian maka Pengadilan
Negeri setempat tidak dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi karena
sengketa itu bukan dalam lingkup wewenangnya.

Apabila dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut telah
mencapai kesepakatan maka putusan yang telah diucapkan harus diserahkan
dan didaftarkan kepada panitera pengadilan agar putusan yang telah diambil

tersebut dapat mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan.

* Ibid
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Dan apabila terjadi sengketa lebih lanjut, dan salah satu pihak tidak
melaksanakan hasil putusan yang telah ditetapkan maka dapat dimintakan
eksekusinya kepada pengadilan terhadap putusan arbitrase yang telah
didaftarkan dengan atas dasar perintah dari Ketua Pengadilan Negeri
setempat dimana putusan tersebut didaftarkan.

Dari uraian mengenai upaya hukum Perum Pegadaian apabila ada nasabah
yang wanprestasi adalah sama antara perjanjian gadai dan akad Rahn yaitu
melalui penjualan objek gadai di depan umum yaitu dengan cara lelang. Yang
mana ketentuan dalam pelelangannya antara kedua perjanjian tersebut adalah
sama. Yang membedakan upaya hukum yang akan dilakukan oleh Perum
Pegadaian adalah pada saat terjadi suatu sengketa yang berkaitan dengan
perjanjian tersebut dan tidak dapat diselesaikan dengan cara damai maka
penyelesaiannya adalah berbeda, yaitu apabila sengketa itu berkaitan dengan
perjanjian gadai maka penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri setempat
sedangkan apabila berkaitan dengan akad Rahn maka penyelesaiannya melalui
BAMUI karena telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak dalam akad Rahn
sehingga para pihak tidak dapat menyimpanginya.

Sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah atas Perum
Pegadaian yang wanprestasi karena tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah
disepakati adalah berbeda. Pada perjanjian gadai penyelesaian yang dapat
dilakukan adalah melalui Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan pada akad Rahn
penyelesaian yang dapat dilakukan oleh nasabah adalah melalui BAMUI karena

telah diperjanjikan terlebih dahulu.
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BAB IV

PENUTUP

Persamaan dan perbedaan dalam gadai konvensional dan Rahn.

a. Persamaan antara Gadai Konvensional dengan pembiayaan Rahn.

)

(2)

3)

Pembiayaan Rahn dalam pengertiannya dipersamakan dengan
gadai konvensional.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian gadai dan akad
Rahn adalah sama

Mekanisme dalam permintaan kredit gadai antara perjanjian

gadai dan akad Rahn adalah sama

b. Perbedaan antara gadai konvensional dan pembiayaan Rahn.

(1)

Dalam hal pengaturannya kedua gadai ini adalah berbeda. Gadai
konvensional dalam pengaturannya diatur dalam pasal 1150 —
1161 BW. Sedangkan dalam Rahn yang didasarkan pada syariah
pengaturannya ada dalam Al-Qur’an dan Al-Hadist. Pengaturan
lainnya adalah oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Dan dalam
hal perjanjian yang dibuat oleh para pihaknya terkait dengan
pasal 1338 BW mengenai kebebasan berkontrak yang

mengakibatkan mengikat pada para pihak yang membuatnya.
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(2) Gadai konvensional dan Rahn hanya punya perbedaan yang
sangat essensial yaitu dalam hal keyakinan tentang haramnya
bunga sebagai riba yang seharusnya dijauhi.

(3) Dengan perbedaan yang sudah terlihat jelas keduanya tidak
tepat untuk dipersamakan tetapi alasan persamaan tersebut
adalah agar masyarakat dapat menerima produk Rahn dengan
mudah dan istilah yang dipakai-pun masih dalam taraf bisa
dimengerti oleh masyarakat yaitu dengan menggunakan istilah
yang sudah lazim yaitu gadai (yang ditambah dengan istilah

syariah).

2. Upaya penyelesaian baik pada akad Rahn maupun pada perjanjian gadai

SKRIPSI

memiliki perbedaan dan persamaan.
a. Persamaan upaya penyelesaian pada perjanjian gadai dan akad Rahn
bilamana nasabah wanprestasi.

(1) Bila nasabah tidak memenuhi kewajiban maka upaya
penyelesaian yang akan dilakukan oleh perum pegadaian yaitu
akan dilakukan penjualan di muka umum atau pelelangan
terhadap barang jaminan gadai milik nasabah.

(2)  Penjualan di muka umum yang dilakukan oleh perum pegadaian
tersebut dengan menggunakan mekanisme yang sama antara
gadai konvensional dengan akad Rahn yaitu mekanisme yang

diterapkan dalam gadai konvensional.
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b. Perbedaan upaya hukum pada perjanjian gadai dan akad Rahn apabila
terjadi sengketa yang lebih panjang bilamana nasabah wanprestasi
Perum pegadaian sebagai penerima gadai akan melakukan
upaya hukum yaitu dengan penyelesaian secara damai terlebih dahulu
tetapi kalau masih terus berkelanjutan akan diselesaikan di Pengadilan
Negeri setempat bagi sengketa gadai konvensional dan di BAMUI bagi
sengketa Rahn (gadai syariah). Dalam perum pegadaian penyelesaian
sengketa sampai pada pengadilan negeri dan BAMUI belum pernah
terjadi.
c. Perbedaan upaya hukum yang akan dilakukan oleh nasabah apabila
perum pegadaian wanprestasi yaitu
(1) Nasabah dari gadai konvensional menyelesaikan sengketa gadai
melalui pengadilan negeri setempat
(2)  Sedangkan nasabah dari gadai syariah atau Rahn menyelesaikan
sengketa gadai melalui Badan Arbitrase Muamalat Indonesia
karena dalam akadnya terdapat klausula penyelesaian sengketa

melalui Arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak.
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B. Saran

1. Akad Rahn yang banyak diterapkan dalam praktek baik perbankan
maupun dalam perum pegadaian sendiri sebaiknya dibuatkan peraturan
yang memuatkan tentang syarat-syarat gadai syariah yang jelas dan rinci
yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan perbuatan hukum baik
bagi para pihak dan para hakim dalam rangka penyelesaian sengketa di
Pengadilan maupun dalam BAMUL

2. Sebaiknya dibuatkan suatu badan usaha tersendiri yang berbeda dengan
perum pegadaian dalam melaksanakan akad Rahn sehingga konsep
mekanisme pegadaian yang sesuai dengan syariah dapat diterapkan penuh
dan tidak menjadi satu dengan gadai konvensional sehingga masyarakat
muslim dapat menggunakan jasa pegadaian dengan tenang tanpa ragu
adanya pencampuran dana antara dana dari gadai konvensional dengan

terapan bunga dan dana gadai syariah.
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PENGALIHAN HAK

Hak untuk menebus/menerima
Barang Jaminan ini, pada tanggal

............................. Saya serahkan

kepada

Nama ...

Alamat :....... T B o

No. KTPISIM ;ossssivisssnns e
Tandatangan Tandatangan
Pemberi Hak Penerima Hak

lampirkan fotocopy KTP/identilas lain masing-masing.

1

2

PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BARANG BERGERAK «

Yang bertandatangan dibawah ini Kuasa Pemutus Kredit (KPK) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pegadaian
dan Nasabah atau Yang Dikuasakan sepakat menyatakan sebagai berikut:

Pegadaian memberikan kredit kepada Nasabah atau Yang Dikuasakan dengan jaminan barang bergerak yang nilai
taksirannya disepakali sebesar sebagaimana yang tercantum di halaman depan.

Nasabah dan alau Yang Dikuasakan menyerahkan barang sebagai jaminan kredit kepada Pegadaian, sebagaimana
uraian yang tertera pada halaman depan, dengan menjamin bahwa Barang Jaminan tersebut adalah benar-benar hak
miliknya secara penuh, tidak ada pihak lain yang turut memiliki atau menguasainya.

Nasabah atau Yang Dikuasakan menjamin bahwa barang yang digadaikan kepada Pegadalan tidak sedang menjadi
jaminan sesuatu utang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain, alau tidak berasal dari barang

* yang diperoleh secara tidak sah atau melawan hukum.

Apabila dikemudian hari Barang Jaminan mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan bukan karena force
majeure yang antara lain namun tidak terbatas karena, bencana alam, perang, huru-hara, maka akan diberikan
penggantian kerugian sebesar 125% dari nilai taksiran Barang Jaminan yang mengalami kerusakan/hilang, atau sesuai
dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian, dan pembayarannya akan diperhitungkan dengan kewajiban Nasabah
untuk melunasi Uang Pinjaman dan Sewa Modal yang ditentukan.

Nasabah atau Yang Dikuasakan mengakui dan menerima penetapan besarnya Uang Pinjaman dan tarif Sewa Modal
sebagaimana yang dimaksud pada halaman depan, dan Surat Bukti Kredit ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan
Uang Pinjaman.

Nasabah atau Yang Dikuasakan berkewajiban untuk membayar pelunasan Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal
sebesar tarif yang berlaku, dan apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang
lagl kréditnya, wmaka Barang Jaminannya akan dilakukan penjualan secara lelang/didepan umum. .

Apabila hasil penjualan Barang Jaminan nilainya lebik rendah dan tidak dapat menutupi kewajiban pembayaran Uang
Pinjaman ditambah Sewa Modal maksimum dan Bea Lelang/penjualan, maka dalam waktu paling lama 14 hari sejak
tanggal pemberitahuan, pihak Nasabah berkewajiban menyerahkan sejumlah uang untuk melunasinya.

Apabila hasil penjualan lelang Barang Jaminan terdapat lebih selelah dikurangi Uang Pinjaman + Sewa Modal + Bea
Lelang, maka kelebihan penjualan tersebut menjadi hak Nasabah dengan jangka waktu pengambilan selama satu
tahun. Uang Kelebihan yang tidak diambil dalam jangka waktu satu tahun sejak tanggal lelang selebihnya menjadi
hak Pegadaian.

Nasabah dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima atau mengulang gadai Barang Jaminan kepada orang
lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia.

Apabila lerjadi permasalahan dikemudian hari akan d ikan secara musy ah untuk mufakat. Jika ternyata
perselisihan itu tidak dapal diselesaikan secara musyawarah untuk mufakal, maka akan diselesaikan melalui Pengadilan
Negeri setempat.

Demikian perjanjian ini berlaku dan miengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

Kuasa Pemutus Kredit
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SURAT BUKTI RAHN

.

| Form GS - 02

SURAT BUKTI RAHN

L SURAT BUKTI RAHN (Gadai Syari'ah)
m PEGADAIAI ¥ T'\’ 1 \ TE BANK MUAMALAT
> AMALA
UNIT LAYANAN SYARIAH — ST, ) <
Cabang : “Hai orang-orang yang beriman, p akad-akad itu, uhm.;a- whmmmmmh-'
(SumAan-nhh 1. Asy—Sy\un 181)

- Profesi Rahin Tujusa Plnjaman | SLIP PENGAMBILAN :

Wira usaha Perdagangan No : D Barang/Marhun
e | H s

Kary,lwan P h D Akad ba

Telp. Pelajar Keschatan Tanggal Jaruh Teapo

KTP/SIM : No. Tbu Rmh. Tangga Konsumsi '
Jenis barang (Marhun), berupa : KETENTUAN PEMINJAMAN

1. Jangka waktu pinjaman dan penyimpanan maksimum 90 Gol
(sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan
membuﬂ akad kembali.

No. :
2. Mentaati ketentuan-ketentuan akad scpcm yang lercanium '
dibalik Surat Bukti ini. Bulan:
Taksiran Marhun @ Rp. Murtahin (Pincab) Rahin Taks. Rp.
Pinjaman : Rp. Pinj. Rp.
Dengan huruf
PENGALIHAN HAK Akad Rabn Akad Jjarah
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangaai pada tanggal sebagai p«h Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal scbagaimana tercantum pada
enebus E W%YANANGADAISYAKIAHMGS) Cabang scbagaimana tersebu dll m#m‘;‘k:g.GADkl SYARIAH (ULGS) Cabi b
mencrima t abang scbagaimana
Hak untuk By / Sum Bukn hhn uu yang dahn hl ini dnvuhln ol:h mu'x:]er cabangnys d.::leh lnubul dalam Surat Bukti llahn ini yang dalam hal ini shnk'm olch manajer
Marhun ini pada tanggal ULGS. Untuk dan oleh untuk dan stas nama serta kepentingen

itk daa a k
discbut scbagai "MURTA}HNI’PENE)UMA GADM‘
Il RAHIN/PEMBERI GADAL adalah orang yang nama dan alamatnya tercantwmn dalam
Surat Bukti Raha ini.
Schelumnya para pihak bahwa Rahin h j
MURTAHIN, dan sebagai jaminan atas pinjaman dana terscbut, RAHIN tmupdadun
barta mhknmmg sah (Marhun) secara sukarela kcplda MURTAHIN,
Untuk le;::bkq: para pibak mcmbuat dan menandatangani akad ini .. =

1. RAHIN dmpn ini kui tclah dari MURTAHIN scbesar milai

dan dengan jangka wakiu pinjaman scbagaimana tercantum dalum Surat

ULGS. Untuk selanjutmya dischut schagai "MUAJIRPIHAK YANG MENYEWAKAN".

1L MUSTAJIR/PXE::LWA adalab orang yang nana dan alamatuya tercantum dalam

ini.

Sebel pihak k luliulubnulbcnkm

- Babwa MUSTA)I& telab jian dengan MUA'JJIR
scbagsimana tercantum dalam Aksd Rahn yang )u;l tercantum dalam Surat
Bukti Rahn ini, dimana MUSTA'JIR bertindak scbagai RAHIN dan MUA'WIR
bertindak sebagai MURTAIIN, dan oleh karcnanya Akad Rahn terscbut
ierupakan bagian yang lidak tcrpisahkan dengan Akad ini.

Bukti Rahn int. - lahwa atas MARIUN berdasarkin Akid diutas, MUSTAJIR telah menyetujwm
T @ ¥ 213 1.7 S— - 2. MURTAHIN dengan ini mengakui telah mencrima barang milik RAHIN yang digadaikan menyewa MA'JUR/OBYEK SEWA scbagai tcmpat penyimpanan
kepada MURTAHIN, dan hm\lnys MURTA}II'N' b«kcwlpban mengembali- MARHUN dari MUA'JIR dan MUA'JJIR berscdia menyewakan MA'JUR
myn pada saat RAHIN telah pinj dao ) scbagai tempat penyimpanan MARHUN kepada MUSTA'JIR deagan
ya. sewa lempat,
Pemberi Penerima 3. Atas transaksi RAHN tersebut diatas, RAHIN dikeaakan biaya admmunu sesvai Untuk maksud tersebut, para pihak membuat dan mensndatangani Akad ini deagaa
"Hak dengan keteatuaa yang berlaku, ketentuan sebagai berikut :
Hak 4. Apahﬂ- jangka waktu Akad Jelah jatuh tempo, dan RAHIN tidak melunasi k:wn;'bn- 1. Para pihak scpakat dengan sewa tempat/jasa simpan atas MA'JUR sesuai
serta tidak Akad, maks RAHIN dengan ini meayetujui dengan ketentuan yang berlaku, uniuk jangka wakiu per lima ban kaleader
dan/stau memberikaa kuasa pcnuh yaog tidak dapat ditarik kembali untuk nullkuhl dengan ketentuan penggunaan MA'JUR sclama satu hari tetap dikenakan
penjualan MARHUN Z" dalam kekuasaaa MURTAHIN guna p sebesar sewa simpan per lima hari.
pembayaran kewajiban-kewajiban terscbut. 2. Jumlah kescluruhan sewa tempat/jasa simpan tersebut wajib diba nr
5. Dalam hal hasil pen)mlu Marhun tidak i | ik oleh MUSTAYIR kepada MUA'J IR di akhir jangka w.
( ) [ ¢ ) kewajiban RAHIN, maka RAHIN wajib nunblyu nu kewajibaonya Eepuh Akad Rahn atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
MURTAHIN kekurangannys. 3. Apabila MARHUN hilang/rusak, maka lh- diberikan
6. Bil terdapat k RHUN, maka RAHIN berhak MUSTA'JIR :ehur 125 % dari mhl taksiran MARHUN yang
menerinma hlabnlun lerubul. dan ;lh dalam ]u;k. waktu | (satu) tahun scjak Kecuali by MARHUN bican oleh kejadian di luar kemampuan
dil pcn; MARHUN, RA.HIN ml.uk mnmhll kelebihan tersebut, MUA'JJIR scperti ; bencana alan/kerusuhan; untuk in tidak dibenikan ganti rugi.
nuh deagan ini nN yetujui y lerscbut sebagai
/ i kepada MURTAHIN,
7. Apabila MMUIU'N mm tiak laka dijal, taaks uum mymmu pembelian tasggal
8. Kits ewveasngen MORTAR Fan mKLﬁﬂny AR 1814 aa
1816 KUH Perdata
9. Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan Akad ini yang tidak dapat MUAJIR’ MUSTAYUIR
disclcsaikan secara damai, maka akan disclesaikan melalui Badan Arbitrase Muamalat
Indonesia (BAMUT). Putusan BAMUI adalah bersifat final dan mengikat.
Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua beiah pihak sejak ditandatangani.
unggal )
MURTAHIN RAHIN
Lampirkan foto copy KTP .
masing-masiog. | SRS e S
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DE;WAN SYAPJAH NASIONAL - .MAJELIS ULAMA INDONESIA
NATIONAL SHARIA BOARD - INDONESIAN COUNCIL-OF ULAMA-

FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
Nomor: 25/DSN-MUI/I11/2002

Tentang

RAHN
(N ) ..u - -

Dewan Syariah Nasional setelah,

Menimbang Doa. bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang
menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjarnan dengan
menggadaikan barang sebagai jaminan hutang;

- b. bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu
merespon  kebutuhan masyarakat tersebut dalam
berbagai produknya;

c.  bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan
prinsip-prinsip  syari’ah, Dewan Syariah Nasional
memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan
pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai
jaminan atas hutang.

Mengingat : 1. Firman Allah, QS. Al-Baqarah [2]: 283:

" .
I

“‘,,’1_’ o e T AT
. AP 4. QLA:J L—iL{ \)bu,. VJJ‘ et Jf— r_-s" V‘EJA
“Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu

tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang ...".

2. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari ‘Aisyvah
r.a., ia berkata:

. ,\ & 0 Lae \:.L;L ,:,=‘,l’,/qj:ck‘”‘ ;—’ \’""’:-f

) S S b Ul 21 oL e 1 Lo Bl S

+ Ao wa k855 :.::’J’.‘ >

~ 4 <~

—_—

“Sesungguhnya Rasulullah s.aw. pernah membeli
mmakanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan
Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”

Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu
Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.\w. bersabda:

(93]

s - s - z
S . s JSel ) A R des, 5 .2~
g adeyace iy sdllesls ca Tl dda Y

g DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
Masjid Istiglai, Taman Wijayakusuma, Jakarta Pusat 10710 [ndonesia
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: Rahn 2

"Tidak terlepas: kepemilikan barang gadai dari pemilik
yang menggaa’azkannya Ia memperoleh manfaat dan
menanggung resikonya.

4. Hadits Nabi riwayat Jama’ah, kecuali Muslim dan al-
Nasa’i, Nabi s.a.w. bersabda:

mu‘;;;’.u’;:d\u,b cb_,nfu‘fb\uu ) el

;s re . e

7z 2 e o

R S g P B A A by

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh
dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang
ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan
menanggung biayarya. Orang yang menggunakan
kendaraan dan memerah susu tersebut wajib
menanggung biaya perawatan dar. pemeliharaan."

5. Ijma:

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn ({al-
~ Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, 1985, V: 181).

6. Kaidah Fiqih:

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama ahli ﬁqh, antara lain: e

- . 2z "

(T"'lV o2t z caalaz ;.N L;“'xl‘)
iy DAl Ll «.l; EEY A ‘L Cu_,\ g u,:s,u
(\Y\ 2 Y ' LL'S._-:‘J.-.'—JJ CL‘S‘:\

N ?‘W’C‘:""‘ _QJ*UQI_’J@\QLuH’,ij‘;;J\Lg

-

2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari’ah Nasional
pada hari Kamis, 14 Muharram 1425 H./ 28 Maret 2002
dan hari Rabu, 15 Rabi’ul Akhir 1425 H. /26 Juni 2002

MEMUTUSKAN

Dewan Syari'ah Nasional MUI . R
SKRIPSI ) Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya Rldha
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‘ Menetapkan Y FATWA TENTANG RAHN
| Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai
\: jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan
} _ ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Umum

| : 1.  Murtahin (penerima ‘barang) mempunyai hak untuk

\ 1aenahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin
f (yang menyerahkan barang) dilunasi.

| 2. Marhun dan manfaatnya tetep menjadi milik Rahin.
| Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh
‘ Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi
*, nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti
biaya pemeliharaan dan perawatannya.

| | 3/ Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya

| \/;’ menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga

P oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan
_penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

\
| 4  Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun
‘ 7 tidak boleh diténtukan berdasarkan jumlah pinjaman.

1 5. Penjualan Marhun

|

‘1_ a. Apabila  jatuh  tempo,  Murtahin harus
| memperingatkan Rahin untuk segera melunasi
| hutangnya.

b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi

hutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi
melalui lelang sesuai syariah.

c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi
hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang
belum dibayar serta biaya penjualan

d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

Kedua - Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak,
maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan
Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapa1 kesepakatan
melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai-
mana mestinya.

Devwan Syari'ah Nasional MUI

SKRIPSI. Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mar[ya Ridha
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Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 15 Rabi’ul Akhir 1423 H

26  Juni 2002 M

DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua, . _ Sekretaris,

K.H. M.A. Sahal Mahfudh \ i of .i;f r. H.M. Din Syamsuddin

Dewan Syari'ah Nasional MUI

SKRIPSI - Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya Rldha
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DEWAN SYARIATT NASTONAL
MATELLS ULARMA INDONESIA

FATWA
DEWAN SYARIAT NASIONAL L
Nomor: 20 DSN-RNUTATT 2002

Tentang
RAHIN ENAS

" PR | g | D,
i B ~ 7

Dewan Syanah Nasional sctelah,

Menimbang coae - bahiwa salah sata bentik jasa pelayanan vang menjadi

Kebutuhan masyvaakat adalaly Raling yvaitu menahan
baranyg scbhagat jamiman atas hutang:

. b bahwa bank  syariah perlu mecespon kebutuhan
' masyiakat tersebut dalam berhpgeai produknya:

¢.  bahwa  masvinakat  pada umumnva elah lazim

menpadihan emas sebagar - barang berharea vang
distmpan - dan menjadikannya objek ahin sebaga

Jaminan hutang antuk mendapatkan pinfaman vane:

do babwa agar cara tarsebut dilakukan sesuai dengan
prnsip-prnsip - syvindah, Dewan Svariah - Nasional
memandang perlu menctapkan Guwa tentane hal i
untuk dijadikan pedoman,
NMengingat L Frrman Allahe QS0 al-Bagauah | 2] 285:

Fl 0 - - . - . - . .

o, @ @ . o PR o1 . « @ .
P PO O B Tl s N & -
ce kg Be o B L$ Ay e e 5 O

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu
tiddak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah
adet harang tanggungan yang dipegang...

9

[Tadis Nabi riwayat al-Bukhari dan NMuslim dari
‘A'isyah r.a.. ta berkata:

I T IR A T A 1

. - . . L) » . - 2 L
b o e Gk 02 Ty e dn L S s o

’ ’ ’ -.-. co‘l.-». . 1

Al ey s bl

. - - e
Sesungguhnya  Rasulullalt - s.ase pernal membeli
makenan dengan berhutang dari seorang Yahudi. dan
Nubi menggadaikan sehual baju besi kepadanya.

(%]

Hadits Nabi riwayat @i-Syali't, al-Daraquthni dan Tbnu
Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

Devwan Syari'ult Nasional AfU!

SKRIPSI Perbandingan Antara Perjanjian... . Isabilla Mariya Ridha =
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’ . .
«.-,t- gl;.«.‘_r-d ;«_.\)gj-l.l\ «_=L_n s ,,sjl\ ,L._,\'
“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik
vang: mengyadaikanayva fa memperolel manfaat dan
menangung: resikomya,”

Hadits Nabi riwayat Jamaah, kecuali Muslim dan al-
Nasa't, Nabi s.aaw, bersabda:
% \>\ 4_.... u_j...: ):L“ . ) ,,\_:.,‘:.f'. ukf \Jl «*._, J/’ ’};.l_.“

;a2 g,.‘.,) .__,_fﬁ k_g.U\ ..fl‘;‘/‘ cb/.,’s,- u\f
“Tunggangan  (kendaraan)  yang:  digadaikan  boleh
dinaiki dengan menanggeung biavanva dan bhinatang
ternak yang digadaihan dapar diperaly susunyea densian
menangeunge  biavanya,  Bagi vang  menggrunakan
hendaraan dan memeral susu seajily menvediakan hiaya
peranvcaran dan pemeliharaan. ™

TIIHS

Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (al-
Zuhaili, al-Figl al-Islamiswa Adillatulie, 1985,V 181).

Kaidah Figih: "

~ JLr— L' _b \)‘ \\ 2l '\ ;JJ\‘LRA." k;’\}_’\\

Pada (l{lS:\l’!l_\':l segala bentuk muamalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

NMemperhatikan : 1. Swat dart Bank Svariah Mandiri No o 3/305/DPNM

Tangeal 23 OKtober 2001 Tentang Permaohonan Fatwa
atas Produk Gadai Emas.

£ [asth Rapat Pleno Dewan Svaciah Nasional pada har
Kamis, T4 Mubarram 1423 T1/728 Naret 2002 M.

MEMUTUSKAN

Menctapkan o FATWA TENTANG RAHN EMAS

Pertama : 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat

Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUIII1/2002  tentang -
= Rahn).

128

Ongkos - dan  biaya penyimpanan  barang  gadai
(marhun) ditanggung olch penggadai (ruhiin).

3. Oungkos scbagaimana dimaksud ayat 2 Dbesarnya
didasarkan  pada  pengeluaran yang  nyata-nyata
diperlukan.

4. _ Biaya  penyimpanan - barang - gadat dilakukan
" berdasarkan akad ljarah.
bt

Dewan Syari'ah Nasional MUI ' L

SKRIPSI Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya Rldha
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o
Kedua Fatwa ini bedaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
Ketentuan jika di kemudian hacj ternyata terdapat keke-
liruan, akan diubah dan disempurnakan

schagaimana
mestinya,

Ditctaphan di : Jakaua
Tanggeal 14 x\luhgl_x_x_:_x&lj_l}_l_l

28 Maret 2002 M

DEWAN SYARIAL NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONLESIA

Ketua,
-
s }/f:

AT AT Salal Mahludh

-~

Devean Syari‘aly Nusionual AMUT -

janji i iya Rldha
SKRIPSI Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya
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b _ ,

Kepada :

- Sdr. Pemimpin Wilayah
Manajer Cabang
PERUM Pegadaian

Di
SELURUH INDONESIA

SURAT EDARAN |

Nomor : 48 /OP1.00211/2004

fentang

PETUNJUK FPELAKSANAAN

- SK DIREKSI NOMOR : 348 /0P1.00211/2004 TENTANG
PENYESUAIAN TARIF BIAYA ADMINISTRASI
- SK DIREKSI NOMOR : 349 /0OP1.00211/2004 TENTANG
PENYESUAIAN TARIF SEWA MODAL

SEGERA

Bersama ini disampaikan Surat Keputusan Direksi Nomor : 348/0p1.00211/2004 tanggal
29 September 2004 tentang Penyesuaian Tarif Biaya Administrasi, dan Surat Keputusan Direksi
Nomor : 349/0p1.00211/2004 tanggal 29 September 2004, tentang Penyesuaian Tarif Sewa
Modal di PERUM Pegadaian untuk Kredit baru dan Ulang Gadai yang berlaku terhitung mulai

tanggal 01 Oktober 2004

Diminta kepada Pemimpin Wilayah, Manajer Cabang beserta seluruh jajarannya untuk
melakukan penyesuaian seperlunya, baik dalam contoh-contoh cetak maupun Sistim Aplikasi
Komputer. Disamping itu saudara diminta aktif menginformasikan kepada masyarakat baik
melalui media cetak, media elektronik maupun papan pengumuman yang terdapat di Kantor
Cabang’

Diharapkan dengan kebijakan penurunan sewa modal inj dapat meningkatkan daya saing,
terutama menjaring lebih banyak' lagi nasabah golongan menengah keatas, serta disisi lain
sebagai upaya meningkatkan pendapatan Biaya -Administrasi untuk mengkonvensir penurunan
pendapatan sewa modal.

Perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

‘um Pegadaian - Kantor Pusat
{ramat Raya 162, Jakarta - 10430, Kotak Pos 1090, Jakarta 10010. Tel. : 315-5550 (Hunting) Fax. 324-967, 391-4221

X

61162, AlegRﬂfF}éiawat :K.P.P.

. Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya Rldha
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Besarnya Sewa Modal per - SBK
Sewa Modal per
Gol. Uang Pinjaman Pembulatan UP 15 hari dan Pembulatan
(per SBK) max.sewa modal SM
(RP) i _(RP) (Rp)
A 20.000 s.d. 150.000 500 keatas | 1.125% max 9 % 100 keatas
; B. |_._ 151.000sd. .500.000 | .- %¢20 keatas | 1,6% max12,8% | 100 keatas’
o G 505.000 s.d. 1.000.000 5.000 keatas | 1,6 % max 12,8 % 100 keatas
C2 1,010.000 s.d. 20.000.000 10.000 keatas | 1,6% max 12,8 % 100 keatas
DI 20.050.000 s.d. 50.000.000 50.000 keatas | 1 % max 8 % -
D2 50.100.000 5.d.200.000.000 100.000 keatas | 1 % max 8 % -
L ]

Besarnya Biaya Administrasi per - SBK

Gol. Uang Pinjaman Biaya Administrtasi Pembulatan BA
(per SBK)
(RP) (Rp) (Rp)
A 20.000 sd.  150.000 1%x UP 100 keatas
' Minimum Rp 1.000,-

B 151.000 sd.  500.000 " 1%x UP 100 keatas
Cl1 505.000 s.d. 1.000.000 1%x UP 100 keatas
C2 1.010.000 s.d. 20.000.000 1 %x UP -

D1 20.050.000 s.d. 50.000.000 1%x UP - ™

D2 | 50.100.000 s.d 200.000.000 1% x UP -

*) Khusus BJ mobil, tarif BA adalah 1 % x UP minimum Rp 50.000,-

SKRIPSI

Perbandingan Antara Perjanjian...

Isabilla Mariya Rldha
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Dengan adanya penyesuaian ini diminta kepada Tckhnologi Informasi ( TI ) untuk
melakukan set up terhadap program tersebut. Disamping itu untuk mengetahui data
secara akurat baik terhadap UP yeng disalurkan, penerimaan Sewa Modal maupun
penerimaan Biaya Administrasi, T! agar mengadakan pemisahan per Rubrik per
Golongan secara lengkap, termasuk pemecahan golongannya ( C1, C2, D1, D2 dst)

Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka :’
Surat Edaran Nomor : 32/0P1.00211/2003. tangga! 15- Agustus 2003 khus&s™ yang
mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan , Direksit Nomor :
555/0P1.00211/01 tentang Perubahan Tarif Sewa Modal, dan Surat Keputusan Direksi
Nomor : 556/0P1.00211/2003 tentang Perubahan Tarif Biaya Administrasi, dinyatakan
tidak berlaku lagi

Apabila dikemudian hari terdapat k(‘kcltruan dalam Surat Edaran ini akan diperbaiki
seperlunya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
- PADA TANGGAL : 29 SEPTEMBER 2004

Direktur Utama

_ Témbusah :
1.Yth.Direksi PERUM Pegadaian
2.Yth.Ka.SPI/Manajer Resnko/N/Irwn]/Kabaldlkla‘/KameI

Doc.D/A:SE. Juklak Gol.UP:Is

SKRIPSI > Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya Rldha

—____—-_——-—_-_-_—__—




IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

ﬂ PEGADAIAN
UEPTITYISAN MREKS! PFRUM PEFGADAIAN

Nor~=: 3777 © "211/2804
lenvurng
PEYESUAIAN TARIF BIAA ADMINISTRASI

DIREKSI PERUM FEGADAIAN

..
—

Bahwa biaya operasional perusahaan setiap tahun mengalami
peningkatan akibat kenaikan harga sarana, prasarana SDM dan
peningkatan kenyamanan pelayanan;

Bahwa asumsi-asumsi yang digunakan dalam SK Direksi No :
554/0P1.00211/2003 tonggal 15 Agustus 2003 tentang
Perubahan Golongan dan Uang Pinjaman, tidak sepenuhnya
terpenuhi, schingga  menyebabkan  penerimaan  Biaya
Administrasi menurun dari tahun sebelumnya; ‘

3. - Bahwa dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, tarif
Biaya Administrasi kita rclatif masih lebih rendah;

4, Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, perlu dilakukan
penyesuaian tarif BA dcngan tetap memperhatikan kewajaran
dan kompetisi yang ada;

- 5. . Penyesuaian tarif BA dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Direksi.

Menimbang

IS8

Mengingat 1. Peraturan Pemerintah MNomor : 103 Tahun 2000 tentang
Perusahaan Umum (PIERUM) Pegadaian; ‘
2. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 294/KMK.05/20C1
tanggal 15 Mei 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan
anggota-anggota Direksi PERUM Pegadaian.

Memprhatikan: 1. Hasil Rapat Koordmnsn Pimpinan PERUM Pegadalan Tahun
2004
RKAP PERUM Pegadaian Tahun 2004

't\.)

MEMUTUSKAN

Menetapkan - KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN TENTANG
- PENYESUAIAN TARIF BIAYA ADMINISTRASI

erum Pegadaian - Kantor Pusat : A
. Kramat Raya 162, Jakarta 10430 Kotak Pos 1090, Jakarta 10010. Tel. : 315-5550 (Hunting) Fax. 324-967, 391-4221

emes o Paannn A -
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Pasal |
Tarif Biaya Administrasi yang lama
Tarif Biaya Administrasi yang berlaku sesuai Keputusan Direksi
PERUM Pegadaian Nomor : 556/OP1.00211/2003 tanggal 15
Agustus 2003 adalah scbagai berikut :

‘Golongan A Kain, A Xantong (AK), dan golongan A Gudang
(AG) sebesar Rp 5C0,-

Golongan B Kantong (3K) Rp 2.000,-, dan golongan B Gudang
(BG) Rp 3.500,-

Golongan C Kantong! (CK1) Rp 3.000-, dan golongan C
Gudangl (CG1/CR1)schesar Rp 5.000,-

Golongan C2 sebesar C,5 % x UP minimal Rp 10. OOO dan BJ
Mobil minimal Rp 50.000,-

Golongan D1 sebesar 0,5 % x UP
Golongan D2 scbesar 0,5 % x UP
Khusus untuk Bj Mobil, tanf Biaya Administrasi adalah 0,5 % x
UP, minimum Rp 50.000,-
Pasal 2

Tarif Biaya Administrasi yang Baru

Tarif Biaya Administrasi ( BA ) pada pasal 1 dlubah dengan tarif baru
sebagai berikut :

(1

2) -

3)

Besarnya Biaya Administrasi (BA) untuk seluruh golongan
adalah sebesar 1 % dari Uang Pinjaman;

Besarnya Biaya Administrasi (BA) minimal Rp 1.000,-

Khusus Bj Mobil besarnya Biaya Administrasi (BA) minimal
Rp 50.000,-

5
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Tembusan disampaikan kepada :

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pasal 3
LAIN - LAIN

Dengan berlakunya Kcputusan ini, maka Keputusan Direksi
PERUM Pegadaian nomor : 556/OP1.00211/2003 tanggal 15
Agustus 2003 tentang Perubahan tarif Blaya Administrasi
dinyatakan tidak berlaku lagi. '
Agar masyarakat mengehhun maka keputusan ini agar diumumkan
seluas-luasnya.

Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan atau kekeliruan
dalam keputusan ini akan diperbaiki seperlunya

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal _01 Oktober
2004 baik kredit baru maupun ulang gadai (UG)

- DITETAPKANDI: JAKARTA
PADA TANGGAL : 29SEPTEMBER 2004

g Drs.D DDY KUSDEDIL.MM
\l‘/ Direktur Utama ?

1. Yth. Dewan Pengawas
2. Yth. Ka.SPI/Manajer Resiko/JM/Setingkat/Kbaldiklat/Kapus TI. -

Doc.D/A:/SK-Perub.BA/Is

SKRIPSI

6

Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya Rldha




m PEGA DA ’AN IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
m : .

KZPUTUSAN DIREKSI "E7 .UM PEGADAIAN
Nomor : 349 /0p1.69211/2004

tenta:g
PENYESUAIAN TARIF SEWA MODAL
DIREKSI PERUM PF.GADAIAN /

Menimbang : a) Bahwa tarif Sewa Modal masih dirasakan terlalu tinggi oleh
masyarakat, sehingga kita terus berupaya untuk menurunkan
tarif Sewa Modal sesuai kemampuan keuangan perusahaan;

b) Bahwa penyesuaian tarif Sewa Modal tersebut, diharapkan
dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri
perkreditan mikro kecil;

c) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan
penyesuaian terhadap tarif sewa modal yang berlaku di Perum
Pegadaian;

d) Bahwa Penyesuaian tarif sewa modal tersebut perluditetapkan
dengan Surat Keputusan Direksi. '

Mengingat | : 1. Undang-Undang Negara RI Nomor : 5 Tahun 1999 tentang
‘ Anti Monopoli

2. Peraturan Pemerintzh Nomor : 103 Tahun 2000 tentang
Perusahaan Umum Pecgadaian ( PERUM );

3. Surat  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor = -
294/KMK.05/2001  tanggal 15 Mei 2001 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan anggota-anggota Direksi
PERUM Pegadaian;

4. Surat Keputusan = Direksi PERUM Pegadaian Nomor -
555/0P1.00211/2003 -tanggal 15 Agustus 2003 tentang
Perubahan Tingkat Scwa Modal.

Memperhatikan : 1. Hasil Rakorpim PERUM Pegadaian Tahun 2004
‘ 2. RKAP Perum Pegadaian Tahun 2004

rrum Pegadaian - Kantor Pusat ; ‘
Kramat Raya 162, Jakarta - 10430, Kotak Pos 1090, Jakarta 10010. Tel. : 315-5550 (Hunting) qu. 324-967, 391-4221

lex : 61162, Alamat Kawat : K.P.P.

-
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MEMUTUSKAN

Menetapkaﬁ : KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PEGADAIAN TENTANG
' PENYESUAIAN TARIF SEWA MODAL

Pasal 1 .
Tingkat Sewa Modal yang lama

(1) Sewa Modal golongan A sebesar 1,12_5 % (satu koma satu dua lima bersen) per 15
hari, maksimum sebesar 9 % (sembilan persen). Sewa Modal minimum yang
diperhitungkan terhadap minimum lakunya Lelang adalah 9 % (sembilan persen)

(2) Sewa Modal golongan B sebesar 1,625 % (satu koma enem dua lima persen) per 15 |
hari, maksimum sebesar 13 % (tiga belos persen). Sewa Modal minimum yang
diperhitungkan terhadap minimum lakunya Lelang adalah 13 % (tiga belas persen)

(3) Sewa Modal golongan C1 dan C2 sebesar 1,625 % (satu koma enem dua puluh lima

h persen) per 15 hari, maksimum sebesar 13 % (tiga belas persen). Sewa Modal
minimum yang diperhitungkan terhadap minimum lakunya Lelang adalah 13 %
(tiga belas persen)

(4) Sewa Modal golongan D1 dan D2 sebesar 1,625 % (satu koma enem dua lima

.pcrsen) per 15 hari, maksimum sebesar 13 % (tiga belas persen). Sewa Modal

minimum yang diperhitungkan terhadap minimum lakunya Lelang adalah 13 %
(tiga belas persen)

Paéal 2
Tingkat Scwa Mod=al Yang Baru

(1) Sewa Modal golongan A sebesar 1,125 % (satu koma satu dua lima persen) per 15
hari, maksimum sewa modal yang dipungut sebesar 9 % (sembilan persen). Sewa
. Modal minimum yang diperhitungkan tcrhadap minimum lakunya lelang adalah 9

% (sembilan persen)

(2)" Sewa Modal golongan B scbesar 1,6 % (satu koma enam persen) per 15 hari,
maksimum sewa modal yang dipungut scbesar 12,8 % (dua belas koma delapan
persen). Sewa Modal minimum yang diperhitungkan terhadap minimum lakunya
Lelang adalah sebesar 12,8 % (dua belas koma delapan persen)

(3) Sewa Modal golongan C1 dan C2 sébesar 1,6 % (satu koma enam persen) per 15

. hari, maksimum sewa modal yang dmungut sebesar 12,8 % (dua belas koma
delapan persen).

SKRIPSI ' : Perbandingan Antara Perjanjian... Isabilla Mariya Rldha
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Sewa Modal minimum yang diperhitung®-an terhadap minimum lakunya Lelang
adalah sebesar 12,8 % (dua belas koma de!:pan persen)

(4) Sewa modal golongan D1 dan D2 sebesar | % (satu persen) per 15 hari, maksimum

sebesar 8 % (delapan persen). Sewa Modal minimum yang diperhitungkan
terhadap minimum lakunya Lelang adaiah 2 % (delapan persen). '

Pasa2l 3
LAIN - LAIN

(1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka Képutuéén Direkst PERUM Pegadaian
Nomor : 555/0P1.00211/2003 tanggal 15 A gustus 2003 tentang Perubahan ngkat
Sewa Modal dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Agar masyarakat luas mengetahui, maka Kcputusan ini hendaknya disebarluaskan

(3) Apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini
akan diperbaiki seperlunya.

(4) Keputusan Direksi ini mulai berlaku tangpal 01 Oktober 2004, baik untuk kredit
baru maupun Ulang Gadai (UG).

DITETA'KANDI : JAKARTA
PADA T/ANGGAL : 29 SEPTEMBER 2004

Dxreksn

DDY KUSDEDI MM *
Direktur Utama

Tembusan -
1. Yth. Dewan Pengawas
2. Yth. Ka.SPI/Manajer Resiko/JM-setingkat/irwi}/KapusTI

D/A:SK/Perubh. Tk.SM/Is
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*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi
orang-orang yang merugikan (Surat Al-Maa‘idah : 1, Asy-Syu’ara :18)

Kepada :

1. Pemimpin Wilayah

2. Manajer Cabang Unit Layanan Gadai Syariah
PERUM Pegadaian

Di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
No. 16 /UUS1.00/2004

Tentang
Penyesuaian kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan
Operasiona!l Gadai Syariah (Rahnj

Assalamu 'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh,

Semoga Allah SWT “senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayah-Nva kepada kita semua
dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amien.

Berdasarkan hasil rapat antara PERUM Pegadaian dengan Dewan Syariah Nasicital (DSN)
pada tanggal 17 Maret 2003, telah diperoleh beberapa kesimpulan yang berhubungan
dengan penerapan kebijakan operasional usaha rahn. Oleh karena itu perlu ada beberapa
penyesuaian kebijakan sebagai berikut:

1. SATUAN JANGKA WAKTU MARHUN BIH PER 10 HARI

Dalam menjalankan produk rahn, murtahin mempunyai pilihan untuk melaksanakannya
berdasarkan prinsip mudharabah atau fee base income. Pegadaian sebagai murtahin
memilih prinsip fee base income dalam mengoperasionalkan rahn, dengan melalui akad
ijarah.

Tarif Ijarah memang dikaitkan dengan satuan waktu minimal yang disyaratkan oleh
pemilik tempat. Analogi sewa ini adalah sewa rumah minimal 1 tahun, sewa parkir
minimal 1 jam dan sejenisnya. Oleh karena itu, penggunaan satuan waktu terkecil 10
hari sebagaimana diatur dalam SE 8/2004 tanggal 4 Maret 2004 kami nyatakan tetap
berlaku karena secara syari masih dapat dipertanggungjawabkan. Sidang DSN tidak
melarang penggunaan satuan waktu terkecil tersebut.

Pegadaian - Kantor Pusat
mat Raya 162, Jakarta - 10430, Kotak Pos 1090, Jakarta 10010. Tel. : 315-5550 (Hunting) Fax. 324-967, 391-4221
51162, Alamat Kawat : K.P.P.
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Apabila terdapat pertanyaan rahin yang berhubungan dengan tarif minimal 10 hari ini,
maka perlu diberikan pengertian bahwa:
Transaksi secara syariah memperbolehkan murtahin (pegadaian) memberikan

jangka waktu minimal kepada rahin.

Jangka waktu tersebut dicantumkan dalam akad, sehingga apabila rahin
berkeberatan, dipersilahkan ke cabang konvensional/batal transaksi
Jangka waktu tersebut merupakan jangka waktu minimal agar tarif dapat

menutup biaya yang dikeluarkan oleh murtahin

. PEMBERIAN DISKON

Istilah MUQOSAH selama ini temyata belum tepat untuk diterapkan pada usaha rahn
kita, Oleh sebab itu istilah MUQOSAH diganti menjadi DISKON. Diskon ini diberikan
kepada rahin karena apabila terdapat rahin yang tidak mengambil penuh Marhun Bih
berdasarkan taksiran barang. Diskon ini diberikan dengan pertimbangan bahwa resiko
Marhun Bih tidak dikembalikan oleh rahin menjadi berkurang. Semakin kecil
permintaan Marhun Bih maka semakin kecil pula resiko bahwa Marhun Bih tersebut tidak
kembali ke perusahaan, maka diskon yang diberikan akan makin besar. Pemberian
diskon merupakan kebijakan internal perusahann sebagai “balas jasa” kepada rahin atas
berkurangnya resiko yang dihadapi perusahaan. Karena bersifat balas jasa, maka tidak
diperjanjikan dalam akad. Diskon kami tetapkan sebagai berikut:

a. Besaran Diskon Jasa Simpan

Diskon Tarif setelah diskon (Rp)

Besaran MB (x tarif) | Kantong Elektronikl Kendaraan

g & alat RT | Bermotor

1 2 3 4 5

> 0% X taks. 0 S0 95 100
70% - 79% X taks. 10% 81 86 90
60% - 695% X taks. 20% 22 76 80
50% - 59% X taks. 30% 63 _ 67 70
40% - 49% X taks. 40% 54 57 60
30% -39% X taks. 50% 45 48 50
20% - 29% X taks. 60% 36 38 40
10% - 19% X taks. 70% 27 29 30
< 10% X taks. 80% 18 19 20

b. Rumus Jasa Simpan setelah disken

Besaran tarif setelah diskon disesuaikan pada rumus perhitungan sebagai berikut

Taksiran / 10.000 x Tarif setelah diskon x waktu/10

Contoh untuk tarif marhun kantong dengan MB 65% x taksiran, rumusnya adalah:

Taksiran / 10.000 x Rp. 72 x waktu/10

SKRIPSI
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3. PELAKSANAAN LELANG

Sistim penjualan yang selama ini dilakukan dinilai belum memberikan jaminan hasil yang
terbaik kepada rahin. Oleh sebab itu kantor cabang syariah dapat melaksanakan lelang.
Berdasarkan keputusan Fatwa DSN no. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 butir
kedua nomor 5.b, yang dimaksud dengan lelang adalah LELANG SESUAI SYARIAH

Karena peraturan tentang Lelang syariah ini sedang dibuat di Kantor Pusat, maka bagi
Kantor Cabang syariah supaya melaksanakan lelang sebagaimana kantor cabang
konvensional dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Menerapkan prinsip kejujuran
b. Memberikan altematif terbaik untuk semua pihak (pembeli lelang, rahin dan
murtahin)
c. Tetap memberitahu rahin bahwa marhun akan dilelang, sebagaimana disebutkan
dalam Buku Manual Operasi ULGS halaman VIL.A.1
d. Pelaksanaan persiapan hingga administrasi ieiang mengacu pada peraturan
konvensional.
-e. Waktu pelaksanaan lelang dilaksanakan 3 kali dalam sebulan dengan ketentuan :
1) Untuk tanggal akad 1 — 10 dilelang diantara tanggal 15 - 20
2) Untuk tanggal akad 11 — 20 dilelang diantara tanggal 25 — akhir bulan
3) Untuk tanggal akad 21 - 31 dilelang diantara tanggal 5 — 10 bulan berikutnya
f. Manajer cabang dapat menentukan satu hari lelang dari tanggal-tanggal yang telah
ditentukan dalam butir e diatas, sesuai dengan kondisi masing-masing cabang,

4. PENGGOLONGAN MARHUN BIH (UP)

Untuk keperluan memudahkan dalam analisa dan administrasi pinjaman, maka
penggolongan MB kami tinjau kembali sebagai berkut:

Gol. Plafon MB (Rp) Fembulatan (Rp)
A 20.000 - 150.000 1.000
B 151.000 - 500.000 1.000
C 501.000 - 1.000.000 1.000
D 1.005.000 - 5.000.000 5.000
E 5.010.000 - 10.006.000 10.000
F 10.050.000 - 20.000.000 50.000
G 20.100.000 - 50.000.000 100.000
H 50.100.000 -  200.000.000 100.000
Contoh :

Taksiran Rp. 7.845.000
MB = 90% x Taksiran = Rp. 7.060.500
MB dibulatkan menjadi Rp. 7.060.000

5. TARIF BIAYA ADMINISTRASI (BA)

Biaya administrasi merupakan biaya yang dipungut dimuka pada saat MB diberikan
kepada rahin. BA harus berdasarkan biaya yang nyata-nyata dikeluarkan oleh
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perusahaan dalam memproses MB, seperti untuk pengadaan : ATK & perlengkapan,
biaya tenaga kerja untuk memproses MB, dan pertimbangan segi keadilan untuk semua
golongan MB. Tarif BA bertingkat seiring dengan peningkatan plafon MB karena proses
penaksiran dan keputusan pemberian MB juga berjenjang. Besarnya BA kami tetapkan
sebagai berikut:

Gol. | Tarif (Rp.)
A 1.000
B 3.000
C 5.000
D, E 15.000
F,G, H 25.000

6. LAIN - LAIN
Karena SE ini mempunyai dampak terhadap kebijakan lain yang berhubungan, misalnya

perlakuan akuntansi dan SISGASYAR (Sistem Gadai Syariah), maka terhadap unit yang
bersangkutan, agar segera melakukan penyesuaian.

SE ini berlaku sejak diterima, dan berlakunya SE ini maka hal-hal yang bertentangan dengan
SE ini kami nyatakan tidak berlaku.
Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalamu 'alaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh

Ditetapkan di : JAKARTA
Padatanggal : 6 april 2004

EDDY KUSDEDI, MM.
Direktur Utama

Tembusan:
1. Direksi
2. Ka.SPI setingkat

3. Jeneral Manajer setingkat
Se/kebijakan baru
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